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=  Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
=

Ztahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga Penulis dapat

enyelesaikan Disertasi ini dengan judul “REKONSTRUKSI PERATURAN

ex%ng

DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

B

“PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM”.
Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi
Muhammad SAW vyang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang
berlandaskan al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu

uberpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

3

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr)

ada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Pascasarjana

D}g]B]SI Ja}e

aell

niversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan Karya

<
g'*_TuIis IImiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan
;membimbing Penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada
:cf;kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
Egebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam

neY wisey| jrie

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
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Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor Il Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor Il
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. H. llyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Pragram Studi Hukum
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif
Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag dan Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku
Promotor dan Co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan
bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi
ini

Seluruh Dosen, Guru Besar, seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati
dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama

menempuh pendidikan.
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1. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.

. Khusus ayahanda Arsyad (almarhum) dan Ibunda Siti Aminah (almarhumah)
tersayang serta ayahanda H.Yasik (almarhum) dan ibunda Hj.Asmidar
(almarhumah) telah memberikan motovasi kepada Penulis untuk segera
menyelesaikan Disertasi ini ketika hidupnya. Buat keluarga kecilku : Yarli

Satopia, S.Sos (isteri tersayang), Luthfiah Zahra, Faza Zuhdan dan Sahila

nery ejysng NN YW eydio yeHq @
N

Mumtazah (ananda tersayang) serta adik-adikku : Arni Wati (almarhumah),
Lilis Sunarti dan Susi Sulastri, S.Pd, turut serta memberikan motivasi yang
kepada penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do’a agar seluruh

rahmat dan kasih sayangnya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan

9]

=keikhasan mereka dalam membantu proses penyelesain tulisan ini.

(g°]

E— Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan Disertasi ini, masukan
8

glang berupa saran, Penulis menerima demi kebaikan, namun Penulis berharap
=

&

Semoga Disertasi ini berguna serta bermanfaat bagi Penulis dan berbagai pihak,

A11519

erutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses
embelajaran. Terima kasih.
Pekanbaru, Desember 2024

Penulis,

Ahmad Fauzi
NIM 32190513114
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ABSTRAK
Ahmad Fauzi (1446 H/ 2024 M) : Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak
Perspektif Hukum Keluarga Islam
;Penelltlan ini mengkaji tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun
2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang memuat tentang
—tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya
oHak Perlindungan Perempuan dan Anak. Pemerintah Daerah yang dimaksud
cadalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
ZPeran kerjanya adalah menangani kasus-kasus dan pencegahan terkait dalam
-tindakan kejahatan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Penelitian
~ini menjelaskan khusus Pasal 10 Hak Perempuan di Kota Pekanbaru perspektif
“Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan teori maqgashid syari’ah. Dalam
konteks khusus Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan perempuan
sebagai korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh laki-laki
serta kejahatan fisik lainnya. Namun kenyataannya, korban kekerasan fisik dan
non fisik yang dialami oleh perempuan sama halnya dialami oleh laki-laki. Hal
inilah yang menyebabkan perhatian penuh dari Pemerintah Daerah untuk
melakukan tindakan hukum kepada pelaku dan perlindungan korban menurut
perundang-undangan yang berlaku yang biasa kita sebut dengan produk hukum
Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun
2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
oPenelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
=pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik analisis yuridis normatif. Dalam
“menemukan jawaban atas permasalahan penelitian ini, Penulis menggunakan
:’-ﬁumber dan data primer yaitu berbagai aturan (yuridis) terhadap Peraturan Daerah
=Kota Pekanbaru yang menjelaskan perlindungan terhadap perempuan ditinjau
~perspektif Hukum Keluarga Islam dan magashid syari’ah serta menghimpun
gokumen dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini.
<Ha3|l penelitian ini adanya perlindungan perempuan terhadap pencegahan tindak
wkekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan terhadap pemberdayaan
g)erempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan terhadap penyediaan
clayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan
Rerhadap perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan terhadap
goenguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan
Eperempuan. Dalam tinjauan magqashid syari’ah perlu adanya perlindungan
ufnenjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan demikian Pemerintah
§Kota Pekanbaru harus melakukan payung hukum terhadap perlindungan hak laki-
staki. Hasil akhir penelitian ini, Penulis memberikan solusi kepada Pemerintah
7Kota Pekanbaru, DPRD serta pihak-pihak terkait untuk dapat melakukan revisi
“Aerhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
iPerIindungan Perempuan dan Anak.
SKata Kunci : Peraturan Daerah, Perlindungan Perempuan, Hukum
Keluarga Islam.
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ABSTRACT

hmad Fauzi (1446 H/2024 CE): Reconstruction of Pekanbaru City Regional
Regulation Number 2 of 2023 on the
Protection of Women and Children: An
Islamic Family Law Perspective

nAxrrw Bglﬂ 1eH @

=T his study examines Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2023
ogoncerning the Protection of Women and Children, which outlines the
cresponsibilities of the local government, particularly the Department of Women's
Z“Empowerment and Child Protection of Pekanbaru City, in safeguarding women's
-and children's rights. The department's role involves handling cases and
apreventing crimes and violence against women and children. This research
Sspecifically analyzes Article 10, which addresses women's rights in Pekanbaru
City, from the perspective of Islamic Family Law using the theory of magashid
syari‘ah.
In the context of Pekanbaru City's Regional Regulation, women are portrayed as
victims of domestic violence (KDRT) and other physical crimes perpetrated by
men. However, in reality, men also experience physical and non-physical
violence, similar to women. This highlights the need for the local government to
take legal action against perpetrators and provide protection for victims, in
accordance with the applicable legislation, commonly referred to as regional legal
products, particularly Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2023 on
uthe Protection of Women and Children.
&This research employs a library research approach with qualitative methods and
“normative juridical analysis techniques. To address the research problems, the
:-guthor uses primary sources and data, including various legal provisions related to
BPekanbaru City's Regional Regulation, examining the protection of women from
the perspective of Islamic Family Law and magashid syari‘ah, and gathering
crelevant documents deemed essential for the study.
”The findings reveal several aspects of women's protection, including the
;preventlon of violence against women, empowerment of women victims of
—A/lolence provision of integrated services for women victims of violence,
oprotectlon of women in the workforce, and strengthening and developing
sinstitutions that provide protection services for women. From the perspective of
%naqashld syari‘ah, the protection of religion, life, intellect, wealth, and lineage is
gemphasized. Therefore, Pekanbaru City Government should establish a legal
uframework to ensure the protection of men's rights as well.
§The study concludes with a recommendation for the Pekanbaru City Government,
=the Regional People's Representative Council (DPRD), and related parties to
Zfevise Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2023 on the Protection
§Of Women and Children.

5?’T‘Keywords: Regional Regulation, Women's Protection, Islamic Family Law
=
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BAB |
PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah

Tujuan Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk maslasat

dsns NinAtiw ejdiojeH @

tau kepentingan dan kebaikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari

erusakan dan bahaya di dunia dan akhirat.?

neyy e

Dalam kaedabh figih :
el Sl 5 atdal 335
Menolak kebinasaan dan mendahulukan kebaikan./
Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syari’at
Islam dengan hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini
r{-:'cfkarena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja,
grnanakala syari’at  Islam itu Dbertujuan mendatangkan maslakat dan

8
~menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik

un

=dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak.*

Latar belakang masalah salah satu tujuan dari syari’at Islam dalam Hukum

gxm £31819

eluarga adalah melindungi setiap individu dari berbagai macam kezaliman yang

erpotensi muncul dalam kehidupan baik dalam rumah tangga maupun dalam

J1eAg ugin

Y al-Syar’iyah Maslahah (syari’at adalah kemaslahatan) bermakna bahwa tujuan syari’at
...adalah mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan, menjaga dan
7memeliharanya serta memberi kegembiraan pada manusia dengannya. Lihat Ahmad al-Rasyuni,
#Muhammad Jabal Barut, al-ljtihad al-Nas, al-Wagi’i, al-Maslahah alih bahasa lbnu Rusydi,
EHayyln Muhdzar, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002), him. 104

= 2 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Hindone5|a) cet 3, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), him. 53

= * Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis), (Jakarta : Kencana, 2007), him. 6
* Ibid, him. 6
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ABH OQ

asyarakat. Untuk itu dalam perkembangan Hukum Islam sejak fase awal di masa

: asulullah SAW telah menunjukkan adanya ranah Hukum Keluarga yang muncul

ESHD

|2

Zdalam 2 (dua) bentuk. Bentuk yang pertama adalah dalam rangka merespon dan

~

cmerekonstruksi ulang Hukum Keluarga yang tidak sesuai dengan nilai keadilan

=

osebagaimana yang berlangsung di era Arab Jahiliyah atau yang dikenal sebagali
=
w

Zbagian dari budaya Arab seperti kasus zihar®, pembagian harta kewarisan yang
gnenghilangkan hak ahli waris perempuan dan beberapa hal lainnya yang
c

dilakukan sesuai ketentuan adat yang berlaku di negeri Arab. Bentuk yang kedua
adalah Hukum Keluarga yang diatur langsung melalui wahyu sebagai sumber
Hukum Islam seperti kewajiban nafkah, hadanah® dan pengangkatan anak
(adopsi) sesuai dengan kehendak pembuat syari’at. Dalam perkembangannya

Hukum Keluarga Islam berkembang dalam bab al-Akwal as-Syakhsiyyah sebagai

1S

umpulan hukum syara’ yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari

151 @

wal pembentukan keluarga yang bertujuan untuk mengatur hubungan suami,

steri dan anggota keluarga.’

JuIpAg uej[ng jo AJISIdATU) DIWIE,

> Zihar adalah ucapan seorang suami yang menganggap atau menyerupakan istrinya
Zdengan punggung ibunya, atau menyerupakan istri dengan rupa ibunya. Lihat Musthafa Kamal
ZPasha, dkk, Fikih Islam sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih, cet 3, (Yogyakarta : Penerbit Citra
§Karsa Mandiri, 2003), him. 293

® Hadanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup
sherdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Lihat Abd. Rahman al-
=Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta : Pranada Media, 2003), him. 175

" Abdul Wahab Khallaf, ‘llm Ushul Figh, cet 3, (ttp, Maktabah al-Dakwah al-

Islamiyah,tt), him.32
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©

o

> Menurut Wahbah az-Zuhaili, Hukum Keluarga mencakup hubungan manusia
(@]

“dengan keluarga sejak awal perkawinan hingga berakhir dengan wafatnya salah
job)

isatu anggota keluarga.®

Ruang lingkup Hukum Keluarga menurut Muhammad Az-Zarga sebagaimana
ikutip Muhammad Amin Suma pada dasarnya meliputi 3 (tiga) macam sub

istem hukum vyaitu perkawinan (al-Munakahat), perwalian dan wasiat (al-

d ByYsng NIN A

Walayah wa al-Wasaya) serta kewarisan (al-Mawarits).” Bila dibandingkan

nel

dengan Hukum Keluarga dalam perspektif barat, dalam perspektif ini hukum barat
lebih menekankan hukumnya kepada perorangan (individu) dengan sebutan
personal law. Di era modern kebanyakan negara-negara Islam Hukum Keluarga
lebih luas mencakup hukum personalitiy karena juga mencakup family law (ganin

al-usrah) maupun family rights (hugizq al-'a‘ilah), yaitu martimony (zawaj,

9]
Sizdiwdj), inheritance (mirats, mawarits), wills (wasiyyah, wasaya) and
(g°]
:’:endowments (waqgf). Dengan demikian ranah Hukum Keluarga dalam
8

erkembangannya mengalami dinamika tergantung pada sistem hukum yang

g3

510

lanut di sebuah negara. Kata “’keluarga”™ sendiri mengandung makna sebagai

® Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : Raja
rafindo Persada, 2004), him. 23
° Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perudang-Undangan Yang Berkaitan
=Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta : Biro Hukum
=dan Humas Mahkamah Agung RI, 2011), him. 133-235
~ 1% Keluarga adalah satu-satunya kelompok berdasarkan hubungan darah atau hubungan
Zperkawinan yang diakui oleh Islam, Islam menentang sentimen kesukuan, karena solidaritas orang-
?rang yang beriman harus menggantikan solidaritas kesukuan. Golongan menengah hanya
—meninggalkan jejak dalam hubungan garis keturunan (‘ashabah) dimana kejahatan-kejahatan
sterhadap seseorang (‘agilah) diwajibkan mempertahankannya tanpa batas dalam pengertian sempit
=dari istilah tersebut. Akan tetapi, semua ini demi kesenambungan keluarga dalam batas-batas hak
mereka sendiri. Lihat Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Bandung : Penerbit NUANSA,
2010), him 230

Agcge” 1S Jo AjrsIaptu
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nit terkecil**

dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan
naknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam
aris lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.*? Derajat ini

alam bahasa al-Quran, anak sering diungkapkan dengan kata al-Walad. Kata al-

NIQ 3! BLJdID &eH )

oWalad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata

sn

7al-Walid diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan ibn yang tidak
gnesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah
c
kandung.™®

Keluarga dalam sejumlah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau
Kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara
mara. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan
anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.
%)Arti lain dari keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam

asyarakat. Sedangkan kekeluargaan yang berasal dari kata “keluarga” dengan

é')IlIJBéSI 3

memperoleh awalan “ke” dan akhiran “an” berarti perihal yang bersifat atau
erciri keluarga, Juga dapat diartikan dengan (hal) yang berkaitan dengan
eluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam satu keluarga.**

Dalam literatur al-Qur’an keluarga diistilahkan dengan al-Ahlu jamaknya

NS Jo Ajrsiaagun)

ue

£ahluna dan ahal yang memiliki arti family, keluarga dan kerabat, seperti terdapat

2AS

alam surat at-7aha ayat 132 :

"' Khoirudin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam

ndone3|a (Yogyakarta : Acamedia & Tazzafa, 2007), him. 3
? Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
3 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, Jilid XV, (Jakarta : Lentera Hati, 2004, him. 614
Y Muhammad Amin Suma, op,cit, him.15-16

nenuwisey Jui
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ljlw e}dio yeH @

#Dan diperintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah
Skamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang
“memberikan rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang
bertagwa.”®

w
®  Hukum Keluarga sering dimaknai sebagai hukum perkawinan sebagai

Py
g)eristiwa hukum yang menjadikan berbagai hak dan kewajiban16 yang ditetapkan
oleh Allah SWT demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan
kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan pemeliharaan

keturunan yang dilahirkannya, disamping mewujudkan suasana rumah tangga

yang sakinah, mawaddah, rahmah, sebagaimana yang dikandung dalam surat al-

Rium ayat 21:

S

=T Z < o o c i ed -
T O Wasp 5338 4S5 Jars ) 180T gl AT G ST Gl OF T s
w

5 O5)5a%; a3) gY
(@]

-

EDan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciftakan untukmu isteri-
sisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
~kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
“pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
%erpikir.17

=

5

=

&

2 > Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : PT Toha Karya
=Rutra, 1999), him. 256

7 ' Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 30

wsebagai berikut : Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga
§§/ang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Lihat Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam
=dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Yogyakarta : Liberty, 2007) him. 92. Tujuan
sperkawinan dalam Islam adalah : 1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat
=kemanusiaan. 2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan. 3. Memperoleh keturunan

secara sah. Lihat. Nur Yasin, Hukum Keluarga Islam Sasak, (Malang : UIN Press, 2008), him. 69
7 Departemen Agama RI, op,cit, him. 324
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Istilah Hukum Keluarga berasal dari dari terjemahan kata Familie recht

3d1oyeH @

Belanda) atau Law of Familie (Inggris). Salim mengatakan bahwa Hukum
Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan

ukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena

S NG e

erkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan
ak hadir).™®

Ada 2 (dua) hal pokok kajian dalam defenisi Hukum Keluarga yang

_nery eysn

dikemukakan Salim, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan :

1. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat pada
beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama.

2. Perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan
antara seorang dengan keluarga dari isteri.'®

Perkembangan Hukum Keluarga dalam berbagai khazanah pemikiran Hukum

slam di setiap zamannya juga bergantung pada metode penemuan Hukum Islam

Twegs] 23e3g

é/ang dilakukan ulama. Ulama melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan

=
“kajian Hukum Islam untuk menjangkau nash yang belum tegas didasari oleh dalil-

ISI2

=dalil yang menjadi acuan mujtahid.”> Dalam teori istidlal, metode ijma’ dan giyas

A

erupakan dalil yang disepakati para mujtahid dalam penetapan hukum. Selain

530

ari 2 (dua) metodologi di atas, metode istidlal yang dilakukan oleh para mujtahid

ntuk mencari solusi penyelesaian masalah pasca kenabian bermunculan seperti

18 salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),

3
[ERN

 1bid, him. 1

ZOMthahld adalah orang yang tersifati dengan sifat ijtihad (orang yang berijtihad).
=Mu1tah|d harus memenuhi 2 (dua) syarat : 1. Mampu mengetahui ilmu lughah (bahasa ) dan
Nahwu yang mencukupi, dan 2. Mengetahui dan mengenal sumber-sumber Hukum Syara’ dll.
Lihat ‘Atha bin Khalil, Ushul Figh (terj), (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), him. 352.

ery wrsey jugig upin
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©
o
Smetode istihsan, mashlahat al-mursalah, ‘urf, syar'u man qablana, istishab, syad
(@]
al-dzari"ah dan madzhab sahabah® yang keseluruhan dari metodologi tersebut

|2

memiliki kaidah-kaidah sendiri yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah

an semua mengacu kepada semangat nash (al-Qur‘an dan Hadits).?? Untuk itu

NIg !

jjtihad® dapat dilakukan dengan identifikasi terhadap berbagai metode yang

S

&sn

isepakati ulama maupun metode yang hanya dipegang oleh ulama kelompok

ertentu di kalangan umat Islam. Dalam periode-periode awal, syari’ah merupakan

nejy e

al-Nusus al-Mugaddasah dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang mutawatir dan
belum sama sekali dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini
syari’ah disebut al-Tarigah al-Mustagimah, yang mencakup ‘agidah, amaliyah,
dan khulugiyyah. Muhammad Ali al-Sayis mengatakan syari’ah adalah hukum-

hukum yang diberikan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya agar mereka

9]

=percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.*

(g°]

0

; Dalam tulisan Disertasi ini menelaah lebih dalam tentang Rekonstruksi
cPeraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perlindungan
=

EPerempuan dan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam yang berhubungan
qlangsung dengan masyarakat serta keadilan hukum yang berlaku di Indonesia

hususnya Kota Pekanbaru.

! Asmawi, Perbandingan Ushul Figh, (Jakarta : AMZAH, 2011), him. 110-167
?2 Kamal Mukhtar, Ushul Figih, (Jakarta : Jasa Usaha Mulia, 1995), him. 101
2% |jtihad adalah upaya mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari (dengan
~dugaan kuat) hukum syara’, sampai dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang
otelah diusahakannya. Lihat ‘Atha bin Khalil, Ushul Figih alih bahasa oleh Yasin Ash-Siba’i,
S(Jakarta : IKAPI DKI Jakarta, 2003), him. 352

¢ Muhammad Ali al-Sayis, Nasy ah al-Figh al-Jjtihadi wa al-Waruh, (Kairo : Majma’ al-

Buhus al-Islamiyah, 1970), him. 8

wisey] jrredg ueus jo
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©
o
>  Terkait dengan bentuk Pemerintah Daerah yang saat ini berlangsung
(@]
?dlberbagal Negara saat ini menjadi salah satu wilayah kajian yang tidak banyak
job)
idisentuh oleh para ilmuan dan sarjana Hukum Islam. Sistem pemerintah saat ini
=
cdipahami sebagai suatu tatanan berupa struktur yang menitikberatkan pada

-
ohubungan antara Negara dengan rakyatnya. Dalam pengertian seperti ini

c
%nenimbulkan kategorisasi pemerintah Negara yang bercorak monarki, aristokrasi
gtau demokrasi.®® Dalam perspektif yang lain, sistem pemerintah dipahami
c

sebagai suatu tatanan yang bertitik tolak pada hubungan antara semua orang
termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat (central government) dengan
Pemerintah Daerah (local government). Pengertian ini menimbulkan bentuk

sistem pemerintah berdasarkan bangunannya yaitu bangunan Negara kesatuan,

negara serikat (federal) dan konfederasi.?

Dalam sistem pemerintah di Indonesia dapat dipahami dalam Konstitusi

ndonesia pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Negara Indonesia ialah Negara

wie[s| 93e3§

esatuan, yang berbentuk Republik.”” Dalam perkembangannya pasal ini

%DI

iamandemen sehingga menghasilkan norma hukum sebagai berikut : %

(1) Negera Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi

dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap

Jrredg uejng jo Ajrsigaru

2 Jimly Ash-Shiddiqy, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Reformasi,
Jakarta Buana Ilmu Populer, 2007), him. 283
Monstesqlue The Spirit of Laws, cet 15, (Bandung : Nusa Media, 2006), him. 45
2" Sudi Fahmi, Beberapa Masalah Materi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan
stmplikasinya Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
SJurnal Hukum lus Quia lustum, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UlI, 2001), him.118
28 Sri Sumantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung : Penerbit Alumni,
1987), him. 133

A WISEH]
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Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang

diatur dengan Undang-Undang.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.

(3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya

dipilih melalui pemilihan umum.

(4)  Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara

demokratis.

(5) Pemerintan Daerah menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan

Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-

Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam

Undang-Undang.

1y wisey] JireAg uej[ng jo AJISIdATU) dTWER[S] 91e1S

m -
=dari

% Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa
Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah

Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004.
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Sistem pemerintahan yang dijelaskan di atas tidak dikenal dalam ajaran Islam

J)EeH @

gﬁamun sejalan dengan kedudukan Hukum Islam dan pembangunan Hukum
job)

iNasional yaitu Hukum Islam disamping hukum-hukum yang lain menjadi sumber

~

cbahan baku penyusunan Hukum Nasional. Ini berarti bahwa sesuai dengan

=

okedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan Hukum
=
w

“Nasional, Hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada

py)
apadanya dapat berperan aktif dalam proses pembinaan Hukum Nasional.
=

Sistem Hukum Nasional ini selanjutnya menegaskan bahwa Hukum Nasional
terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni materi hukum, struktur hukum (termasuk para
penegak hukum, polisi dan jaksa) dan kultur hukum yakni kesadaran hukum
masyarakat. Materi hukum lebih dikenal dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh

9]

=

mLembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jenis
@

‘gdan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang
a\lomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
=

sadalah :

© a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9]

_F: b. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;

j=%]

=)

£ c. Peraturan Pemerintah;

<%}

= d. Peraturan Presiden;

5

2.

8

=

.

=
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e. Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

akyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat

LS N AW ejdiojeH @

nery gisn

aerah (DPRD) Pasal 323 bahwa DPRD berhak untuk mengajukan Rancangan

eraturan Daerahnya.™

Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan tentang peran dan fungsi
DPRD dalam otonomi daerah. Dengan demikian DPRD merupakan salah satu
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang tak kalah pentingnya dengan
Kepala Daerah. Hanya saja kedudukan yang berbeda. DPRD memiliki wewenang
pada bidang legislasi sedangkan Kepala Daerah memiliki wewenang pada bidang

veksekutif. Dengan adanya pembagian wewenang ini dapat dipastikan bahwa

ba;m

PRD tidak akan mencampuri urusan yang berkaitan dengan wewenang eksekutif

ieys

dan begitu juga sebaliknya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut kepada DPRD, disamping diberikan

ALSIDATU() D

ungsi-fungsi, juga diberikan tugas, wewenang dan hak-hak yang sama seperti
PR dalam lingkup sebagai lembaga legislatif daerah. Dengan pemberian tugas,

ewenang dan hak-hak secara luas kepada DPRD tersebut, perlu adanya langkah-

¥ wisey juedg u%;]ngéo A

% Muhammad Suhardjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam
Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal llmu Hukum, Pebruari 2014, vol. 10. No. 19, him. 34

%' Riandi Adma Tri Saputra, Proses Legislasi DPRD Kota Pekanbaru Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013, Jurnal FISIP UNRI, volume 2,
No.2- Oktober 2015, him. 2

nel
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AeH @

angkah konkrit yang mampu mendorong agar data berperan secara optimal dalam

emerintahan Daerah.*

16“0

Tuntutan perubahan dan perkembangan sistem Pemerintahan Daerah menjadi

Qoaw e

PRD secara terus menerus dituntut oleh masyarakat yang diwakilinya agar

emampuan  menggerakkan roda  pemerintahan, pembangunan  dan

NSRS N

“kemasyarakatan di Negara ini sesuai dengan kaidah demokrasi. Tuntutan rakyat

py)

ctersebut didasarkan kemauan mereka agar DPRD dapat melaksanakan fungsi
legislasinya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan fungsi

pokok sebagai badan legislatif yaitu pembuat Peraturan Daerah.®

Hampir sebahagian besar Ranperda di Kota Pekanbaru yang masuk bukanlah
rancangan dari anggota DPRD itu sendiri, melainkan dari Pemerintah Kota

uPekanbaru. Padahal berdasarkan fungsinya salah satu tugas utama anggota

=
gegislasi adalah membuat Ranperda. Khususnya pembahasan Naskah Akademik
&
5(NA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Perlindungan

erempuan dan Anak pada Tahun 2020 yang berisikan sebagai berikut :

II_H] DI

Pendahuluan, kajian teoritis dan praktik empiris dalam perlindungan
perempuan dan anak, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan
terkait Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak, landasan filosofis,
sosiologis dan yuridis, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi
muatan.>*

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah hak inisiatif dari pemrekarsa

nery wisey JrreAg ueing jo A31s1aA

%2 1bid, him. 3
* Ibid, him. 2
% Naskah Akademik Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020
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emerintah Kota Pekanbaru yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan
erempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang berisikan Peraturan
ng berisikan 15 (lima belas) BAB dan 236 (dua ratus tiga puluh enam) pasal,

iantaranya membahas tentang :

Perempuan di daerah, perlindungan perempuan, kualitas keluarga,
pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, sistem data gender dan
anak, pendanaan, peran serta orang tua, keluarga/kerabat dan/atau
masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan,
larangan dan sanksi, ketentuan penutup.®

NElY BXSNS NIQ ALY B1910 Y2 H ©

Ranperda Kota Pekanbaru terdapat 18 Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) yang masuk di DPRD Kota Pekanbaru untuk tahun 2023 dan

keseluruhannya adalah hak inisiatif dari eksekutif (Pemerintah Kota Pekanbaru).

Sementara itu Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru di tahun 2023
asih banyak Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan belum selesai

ibahas (lama), diakhir tahun tahun 2022 dari 17 Rancangan Peraturan Daerah

kaIlIJESI 8%1‘!15

ota Pekanbaru yang diserahkan ke DPRD Kota Pekanbaru diantaranya 7

QAIU

Ranperda yang bersifat baru (sudah dibahas pada tahun 2023), 3 Ranperda yang

@st

bersifat rutin dan 7 Ranperda yang bersifat lama (belum dibahas pada tahun 2012

ampai 2022).%°

negy wisey] jiiedg uejng jo

% JDIH Kota Pekanbaru
% Wawancara Penulis dengan Bapak Zulfahmi, SE, MH (Ketua Bapemperda Kota
Pekanbaru) di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 jam 14.30 wib.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

%

3,
\l'l/'ﬂ

¢

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

14

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang atas keberadaan Peraturan

giioxeH o

aerah37 merupakan bagian dari Peraturan perundang-undangan yang diakui

ebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Hanya saja beberapa daerah mengambil

AL B

ckesempatan ini untuk menyusun dan mengundangkan norma Hukum Islam yang

-
vtidak terakomodir dalam produk Hukum Nasional lainnya.

Dalam ruang lingkup Peraturan Daerah (Perda),38 adanya hierarki tata urutan

Iy BysSn

cperaturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan sebelumnya memiliki

konsekuensi sebagai berikut :

1. Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan
oleh yang berwewenang.

2. Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai
dengan tingkatan jenis peraturan perundangan-undangannya.

3. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus
diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana
telah diamanatkan dalam tujuan negara.

5. Apabila terdapat suatu produk peraturan perudang-undangan yang tidak
taat asas dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan

berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.

% Dalam pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan
ukum : 1. Landasan Filosofis, 2. Landasan Sosiologis, 3. Landasan Yuridis. Lihat W. Riawan
"*Tjandra dan Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting, (Yogyakarta : Atmajaya, 2009), him. 81

%8 peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk
melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Lihat Bagir Manan,
Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta : FS Ull Press, 2002), him. 136

BINL WIS JureAg uej[ng jo AJISIdATU) dDTWER[S] d1e1S
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Pada umumnya, pembatasan materi muatan Peraturan Daerah® adalah

1o jeH @

eraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
eraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

eraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah harus

%NIQH!I%U e

emiliki batasan materi muatan yakni materi muatan Peraturan Daerah tidak

E&Sﬂ

oleh memuat materi muatan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.”> Materi

uatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh mengatur materi muatan

neyy

yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan materi muatan Peraturan Daerah
Provinsi tidak boleh mengatur materi muatan yang menjadi urusan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Selain itu, Peraturan Daerah juga tidak mengatur hal-hal teknis

yang semestinya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) semakin dipertegas dan diakui sebagai
lerarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diatur

alam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Q,o1wEIs] Yeis

embentukan Peraturan Perudang-undangan. Hanya saja dari ruang lingkup

IQATU

Peraturan Daerah dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-

A318

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud

engan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan

Ju PAG uejng jo

* Muatan Peraturan Daerah (Perda) mencakup beberapa aspek penting yang diatur dan
Fdiaturkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan daerah. Berikut adalah
&beberapa muatan Peraturan daerah sebagai berikut : 1. Preambul (pembukaan) : Latar belakang
@an tujuan Peraturan daerah. 2. Diktum (Pasal) : isi Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-
%etentuan hukum. 3. Penjelasan : keterangan tentang isi Peraturan Daerah.
% Kewenangan Pemerintah Pusat diantaranya : 1. Politik Luar Negeri, 2. Pertahanan, 3.
=Keamanan 4. Yustisi, 5. Moneter dan Fiskal Nasional dan 6. Agama.
*1 Amiroeddin Syarif, Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Membuatnya, (Jakarta :
Bina Aksara, 1987), him. 31
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EH ®

=Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini

dio

—diatur dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sebagai bentuk politik hukum dan wujud legislasi dari hukum dalam ruang
ingkup Hukum Keluarga* adalah lahirnya produk Peraturan Daerah di Kota

ekanbaru sebagai bentuk kesepakatan DPRD Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota

As0S NN Alfw e

“Pekanbaru, tokoh masyarakat®® dan akademisi. Dalam kerangka itu, Penulis

R

cmengatakan bahwa di Kota Pekanbaru, DPRD juga telah melakukan berbagai
fungsi terkait legislasi, pengawasan dan anggaran. Termasuk Peraturan Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak yang Penulis teliti.

Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Peraturan

uDaerah ini memuat tentang keluarga, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah

ba;m

aerah, hak perempuan dan anak, hak khusus bagi penyandang disabilitas,
eningkatan kualitas hidup perempuan di daerah serta pelindungan Negara kepada

perempuan dan anak.*

I%f] D"[_g,lE']S

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang

erlindungan Perempuan dan Anak Pasal 10 (Hak Perempuan) menjelaskan :

etiap perempuan mempunyai hak sebagai berikut :

2 Cakupan dalam pembahasan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
ekanbaru, termuat salah satunya adalah cakupan Keluarga. Lihat JDIH Dinas Pemberdayaan
.;E’erempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

*3 Tokoh Masyarakat yang dimaksud adalah perwakilan dari beberapa Partai Politik
=(Parpol) atau tokoh masyarakat yang diminta partisipasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah.
* Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan

u{j}se;,] juedg ur3ng go £31SI9A

dan Anak.
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Hidup dalam kondisi sejahtera lahir dan batin;

Hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran
agama yang dianutnya;

Memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur
pendidikan;

Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;

Memperoleh perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual;
Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan
penelantaran;

Memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan kemampuan, minat dan
bakatnya dengan tetap menjunjung tinggi segala hal yang terkait dengan
kodrat kemanusiaannya;

Memperoleh akses dalam memajukan usaha yang dijalaninya demi
terciftanya peningkatan pendapatan secara memadai;

Memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/penghasilan sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau
profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
Mendapatkan informasi dan pelayanan hukum sesuai dengan
kebutuhannya;

Menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar

dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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m. Memiliki dan mengelola harta bersama dalam perkawinan yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
n. Memiliki hak-hak lain yng melekat sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*®

Di Pekanbaru, pada umumnya masih adanya perampasan hak dan kewajiban

¥SNS NIN Y!ltw eydio yeH @

;terhadap perampasan hak dan kewajiban perempuan. Begitu juga dengan
gebaliknya perampasan hak dan kewajiban laki-laki. Sehingga pada akhirnya
pemerintah melindungi hak perempuan dari tindakan kekerasan, khususnya
kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen Hukum Nasional. Tapi, belum
adanya instrumen Hukum Nasional yang mengatur perlindungan hak laki-laki dari

tindakan kekerasan dan kekejaman.

E’ua) Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang
:;}’enghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijelaskan bahwa
%Tkeutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai
S[nerupakan dambaan setiap orang dalam hidup rumah tangga. Keutuhan dan
2
®

Ekerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak

A3

cdapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga
9]
_E,sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada
j=%]

=)

gdalam lingkup rumah tangga tersebut.

<%}

; Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk
+%]

Sdipecahkan. Adanya alasan, yang kemungkinan menjadi penyebab yaitu : pelaku

nery

* Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak Pasal 10, him. 12-13
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ekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa perbuatan

0 }3BH O

1§;l/ang dilakukannya merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
Q

g_SebaIiknya kekerasan bisa terjadi kepada laki-laki dalam rumah tangga seperti

~

chusyuz isteri, syigaq, li’an, khulu’, tidak sekufu, tidak menghargai suami dan lain-

=z
odain. Dengan demikian hal diatas perlu adanya perlindungan hukum terhadap laki-

sn

Aaki yang dizalimi baik dalam hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
L
o  Berdasarkan identifikasi Peraturan Daerah diatas, menarik untuk diteliti

Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melindungi keluarga
dari potensi persoalan hukum yang dihadapinya. Khususnya dalam pembahasan
ini adalah hak dan kewajiban itu sama dalam pandangan Hukum Islam dan
Hukum Nasional baik hak perempuan dan hak laki-laki.*® Ironis jadinya kalau
U§atu persoalan yang dipandang hukum yang lebih dengan tidak melihat dampak

nafaspek hukum yang ditimbulkan bagi lainnya. Kasus hukum vyang tidak

w
—

;memandang sama rata dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. Penulis

(=

amengangkat sebuah tulisan Disertasi dengan judul :

ATU

gRekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2023 Tentang

A3

cPerlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam.

J

. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah judul yang akan Penulis bahas,

aka Penulis perlu menerangkan maksud dari istilah yang ada yaitu :

nery Wisksy Juredg uglns

** Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 31.
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©

o

~Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan
(@]
= (penggambaran) kembali. Kata rekonstruksi berasal
Q

i dari kata konstruksi yang berarti pembangunan,
=

= kemuadian ditambah imbuhan re.*’

=

gberlindungan adalah : segala tindakan pencegahan, pelayanan dan
w

2

£ pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-
py)

2 hak perempuan dan anak dari tindakan kekerasa.*®
Keluarga adalah »unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas

suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau
ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau
keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau ke

bawah sampai dengan derajat ketiga.*

. Permasalahan

](%I 2}el1§

1. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa persoalan yang berkaitan dalam penelitian ini, dapat

dilakukan identifikasi sebagai berikut :

1. Menganalisa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023

Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

*Sri Sukesi Adiwirmata, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta :
—Kemendikbud RI, 1983), him. 17

: “ Pemermtah Kota Pekanbaru, Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023
=T entang Perlindungan Perempuan dan Anak, (Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru, 2023),
him. 4

wisey JireAg uejng jo &ISIBA}HH dTure

eI

9 Ibid, him. 4
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2. Konsep Perlindungan Hak Perempuan dalam Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023.

3. Konsep Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam.

4. Hak-hak Perempuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2
Tahun 2023.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perlindungan hak

perempuan dalam Hukum Keluarga Islam.

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta hak laki-laki dalam
Hukum Keluarga Islam.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan

nak Pasal 10 (Hak Perempuan) dan perlindungan hak perempuan serta

151 3;1?45

konstruksi hak perempuan perspektif Hukum Keluarga Islam.

e

3. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perlindungan hak perempuan yang terdapat pada Pasal 10 ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah pada hak perempuan ?
3. Bagaimana merekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang
Perlindungan Perempuan perspektif Hukum Keluarga Islam ?
. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

nery w}sexéuw(g uel[ng Jo AJISIdAIU() OI
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enelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang dirumuskan diatas, yaitu

1. Untuk mengetahui perlindungan hak perempuan pada Pasal 10.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah pada hak perempuan.
3. Untuk mengetahui Peraturan Daerah perlindungan hak perempuan serta

konstruksi produk hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.

nely eysns NIN!lw ejdio yeq @

2. Manfaat Penelitian :
Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :
a. Kegunaan Teoritis :

1). Sebagai kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan
Penulis dalam bidang Hukum Keluarga Islam terhadap perlindungan
hak perempuan.

2). Sebagai bahan masukan beberapa rujukan sebagai data pendukung
atau bahan penelitian lanjutan bagi peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis :

1). Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan (pemerintah)
dalam upaya perlindungan terhadap hak laki-laki setelah terjadinya
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta konsep kepastian
hukum.

2). Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengetahui

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

konsep perlindungan hak perempuan dan hak laki-laki.
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3). Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Doktor
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) di Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini sebagai upaya
memotivasi diri untuk selalu melakukan penelitian, terutama dalam

pembahasan Hukum Keluarga Islam.

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

E. Sistimatika Penulisan

Disertasi ini dari awal pembahasannya sampai selesai merupakan kesatuan
yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang
lainya. Disertasi ini terdiri dari dari beberapa bab dan setiap bab terdiri atas

9]
%’beberapa pembahasan, sehingga seluruh sajian yang dikemukakan menjadi lebih

L)

w
s8istimatis, hasil dalam penelitian Disertasi ini disajikan dengan sistimatika sebagai

erikut :

Bab pertama, diawali dengan memaparkan latar belakang masalah, penegasan

.]}SIBA}U{EDIIII

oA

stilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistimatika penulisan.

Bab kedua, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan

al yang baru, maka Peneliti memasukkan tinjauan Peraturan Daerah, Kekerasan

dJ1ieds uejng j

alam Rumah Tangga (KDRT), perlindungan hak perempuan serta konstruksi

urise

Peraturan Daerah perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqashid Syari’ah.

nery
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Bab ketiga, pada bab ini akan disajikan tentang metode penelitian, jenis dan

J)EeH @

Spendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa

|Qu e
QO
3y

Bab keempat, pada bab ini disajikan tentang temuan umum : sekilas profil

ota Pekanbaru, temuan khusus : perlindungan hak perempuan dalam Peraturan

ASGS NIN !

“Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023, pelaksanaan Peraturan Daerah kota

d

cPekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 serta Konstruksi Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 perspektif Hukum Keluarga Islam dan Magashid

Syari’ah.

Bab kelima, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpualn
memberikan gambaran konkrit tentang perlindungan hak perempuan serta
Eperlindungan hak laki-laki melalui data-data yang diperoleh. Implikasi penelitian
::merupakan suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu

o
Epenelitian. Sedangkan saran adalah merupakan rekomendasi terhadap pemangku

=kebijakan (pemerintah) serta pihak yang yang berhubungan dengan kepentingan

I

SJ9A

erbaik terhadap perlindungan hak perempuan dan hak laki-laki dengan

I

enggunakan teori magashid syari’ah.

AFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR LAMPIRAN

nery wisey jueig UBjIns Jg A3
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a

Q

= BAB Il

L

= KERANGKA TEORI

job)

3

ZA. Peraturan Daerah (Perda)

=

— 1. Latar Belakang Peraturan Daerah (Perda)

w

5 Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan
2

;kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan
.

“hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami isteri mempunyai kewajiban
yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami dan isteri juga mempunyai
hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan di dalam masyarakat serta
berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan pengaturan hak dan

gkewajiban yang sama bagi suami isteri didalam kehidupan rumah tangga,

0
Ppergaulan masyarakat, dan di muka hukum menunjukkan bahwa keluarga

gmerupakan bangunan yang mulia. Meskipun demikian, keluarga merupakan
éebuah institusi terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat yang terkadang
gmenghadapi masalah di dalamnya. Problematika yang dihadapi pun senantiasa
éktual dan dinamis karena situasi dan kondisi setiap keluarga yang satu dengan
gang lain selalu berbeda. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga
=

Sdewasa ini banyak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan.*

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

khir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik

nery wigey jrred

%0 Bgd. M. Letter, Tuntunan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana, (Padang :
Angkasa Raya, 1985), him. 7

25
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ampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan

10 3deH ©

erempuan (trafficking), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan. Kekerasan

rsebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau gender violence.

L

onsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi

eduanya mencerminkan powerless dan powerful, dengan kata lain, terdapat

FongN

etimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.>* Fenomena kekerasan

erhadap perempuan (violence against women) dewasa ini juga sudah menjadi isu

nely e

publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun
di media-media massa mainstream. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi
sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-
negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi.

Kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada isterinya dalam ruang

ingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan

I @3831S

iljang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari hubungan laki-

I

Efaki dan perempuan dalam rumah tangga ketika laki-laki lebih superior dari

B_gl u
@
=
@
3
i=]
c
QD
>

, sehingga membentuk sistem didalam keluarga yaitu laki-laki

&él SI

mengontrol perempuan, salah satunya adalah kekerasan. Kekerasan domestik

alam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis

E”H%__.}O

Ekelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan

ecara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu,

eIy wisey Jjlpig

%! Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan
EGender (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), him. 226
>2 Lalu Fathurrahman, Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban
Kekerasan, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik 18, no, 2 (November 2014), him. 162
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emaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang

1o deH ®

da didepan umum atau dalam lingkungan pribadi.*®

Hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia

gAttw e

omor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PKDRT). Bentuk-bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)>

S NI

dalah setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga

E&Sﬂ

hususnya terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, dengan

H%J_H

cara meliputi :
1. Kekerasan secara fisik (Pasal 6 kekerasan fisik).
2. Kekerasan secara psikis (Pasal 7 kekerasan secara psikis).
3. Kekerasan secara seksual (Pasal 8 kekerasan secara seksual).

4. Penelantaran terhadap rumah tangga (Pasal 9 penelataran terhadap rumah

tangga).

Pasal 6 berbunyi :
“Kekerasan secara fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah
perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit atau jatuh sakit dan luka berat”.>

Pasal 7 berbunyi :

“Kekerasan secara psikis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa
kepercayaan diri, atau hilangnya berbagai kemampuan untuk bertindak atau
rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis yang tergolong berat pada

seseorang.”®

>3 Bustanul Arifin, Lukman Santoso, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam

umah Tangga Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 2, 2016, him. 113
* Hana Nelsri Kaban, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar, Analisis Yuridis

gindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1972/Pid
=5us/2018/PN.Md, Jurnal Retentum, volume Nomor 1, Februari 2022, him. 102
= % Dokumentasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, him. 5
*® Ibid, him. 5

wisey jrredg uejng jo AJIs1aArup) drwe[sy ajeis
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Pasal 8 berbunyi :

“Kekerasan secara seksual sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 huruf ¢

adalah meliputi :

a. Pemaksaan berhubungan seksual terhadap orang yang tinggal menetap
dalam ruang lingkup rumah tangganya tersebut.

b. Pemaksaan berhubungan seksual dengan salah seorang di dalam ruang
lingkup rumah tangganya terhadap orang lain dengan tujuan secara
komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9 berbunyi :

(1) “Setiap orang dinyatakan dilarang menelantarkan orang di dalam ruang
lingkup rumah tangganya sendiri, padahal menurut hukum ditetapkan
baginya atau karena adanya persetujuan maupun perjanjian ia diwajibkan
memberikan kehidupan, atau perawatan, atau pemeliharaan yang baik
kepada orang tersebut.”

(2) “Penelantaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berlaku juga bagi
orang yang telah mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi yaitu
dengan cara membatasi ataupun melarang untuk melakukan pekerjaan
yang layak baik di dalam ataupun di luar rumah sehingga si korban merasa
berada di bawah pengendalian orang tersebut.”

Penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah :

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik
yakni sakit atau jatuh sakit ataupun luka yang diderita pada anggota tubuh
korban kekerasan.

2. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis
yang ada pada dirinya seperti takut.

3. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban
untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku
kekerasan.

4. Penelantaran rumah tangga vyaitu dengan kekerasan menelantarkan

ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggung jawab serta

tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.
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©

>

= Sedangkan ancaman dengan kekerasan adalah suatu bentuk atau keadaan yang
o

Edapat menimbulkan rasa takut atau cemas dan kuatir bagi orang yang diancam
E(Pasal 160). Korban luka berat terdiri dari (Pasal 175) :

g a. Sakit dengan luka yang tidak ada harapan sembuh sempurna ataupun ya ng
; dapat menimbulkan bahaya maut.

:T b. Terus menerus lagi cakap dalam melakukan tugas, jabatan atau pekerjaan.
§ c. Tidak dapat lagi menggunakan salah satu indera badan atau salah satu
c

anggota tubuh.
d. Cacat berat (kudung)
e. Lumpuh.
f. Daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu.

g. Gugur atau matinya kandungan.

%: Bentuk KDRT yang sering terjadi sangat beragam, yaitu dapat berupa
f-kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual serta kekerasan dalam
?anentuk penelantaran keluarga. Adapun faktor penyebab yang paling utama adalah
gfaktor ekonomi dan ketidak setaraan gender.

g; Ruang lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat
iu'ékan kedamaian dan kasih sayang ternyata juga menyisakan sekelumit hak yang

Ememilukan dan menimbulkan kepedihan. Seyogyanya di dalam keluargalah

S

Eseseorang kali mendapatkan pendidikan dan pembinaan, termasuk memperoleh

J

Zperlindungan pertama. Namun, seringkali kekerasan dalam rumah tangga menjadi

nery wis
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©

>

=wajah lain dari hal tersebut dan tentunya menjadi ironi atas terbentuknya sebuah
o

%umah tangga.>’

i Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
g<ekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan siapa saja yang termasuk dalam
gingkup rumah tangga, dikelompokkan menjadi :

:T 1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

§ a. Suami, isteri dan anak.

c

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap
dalam rumah tangga.

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut.

2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud alam huruf c dipandang
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah

tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

isa menimpa siapa saja termasuk seorang isteri, suami, ibu, bapak anak atau

%HE]BJS Jo &JISIBA}LIH JIUTe|S] 2}elg

ahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam

umah tangga lebih sempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri. Hal ini bisa

nery wisey pael

5 Evi Tri Jayanthi, Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (tk, tp,
2009), him. 5
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imengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih

1o deH @

anyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain.>®

Faktor diatas memunculkan lahirnya Perlindungan Perempuan yang biasanya

A AtiTwE

enanggung berbagai beban dan kerugian pada saat terjadinya maupun kerugian

g NI

imasa depan yang melakat pada perjalanan kehidupan mereka.
Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah

enghadirkan Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan

neyy eysn

harapan memberikan secara penuh terhadap perlindungan kepada perempuan dan
anak, sehingga martabatnya sebagai bagian dari warga Negara benar-benar dapat
dibangun sesuai dengan harapan Konstitusi Negara.*®
2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)
Salah satu fungsi dari DPRD Kota Pekanbaru adalah dalam hal legislasi,
:;elain dari anggaran dan pengawasan. Legislasi disini artinya proses pembuatan
:’:Undang-Undang (DPR) dan Peraturan Daerah (DPRD), sebelum menjadi

~Peraturan Daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyetujui

=
<Sebuah Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi sebuah Peraturan

4

=Daerah.

=]

o Dalam pembentukan Peraturan Daerah, usul prakarsa dapat datang dari pihak
(=

glegislatif maupun dari pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan
9]

emerintahan di daerah. Dalam fungsi legislasi, DPRD diberi kewenangan untuk

Jix

embuat Peraturan Daerah di dalam fungsi legislasi, DPRD diberi kewenangan

ntuk membuat Peraturan Daerah didalam fungsi pelaksanaan ini dapat digunakan

l'lE!}[(__LLlISE’

%8 Chiristin Simangung, Julie Rapamy, Analisis terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Jurnal Patriot, volume 11 Nomor 1 Juni 2018, him. 108
*% Ibid, him. 10
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elalui hak inisiatif atau hak prakarsa dan hak amandemen atau hak perubahan.

ESiID §eH @)

engan dijalankannya hak legislasi oleh DPRD Kota Pekanbaru, maka kebijakan-
ebijakan pemerintah di daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di
aerahnya.®

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, usul prakarsa dapat datang dari pihak
egislatif maupun dari pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan

emerintahan di daerah. Tapi dalam kenyataannya, pembentukan Peraturan

NEJH BASNS NG ! E

Daerah Kota Pekanbaru umumnya hanya berasal dari pihak eksekutif saja, pihak
legislatif hanya melegitimasi semua produk yang dibuat oleh pemerintah. Hal
yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang sudah dilahirkan oleh DPRD Kota
Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 2.1
PROPEMPERDA TAHUN 2020
A. Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pekanbaru :

1. Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Pemanfaatan Lahan Tidur

2. Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Ketahanan Pangan.

3. Perubahan Atas Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Tata Tertib Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

B. Ranperda Inisiatif Pemerintah Kota Pekanbaru :

No JUDUL RANPERDA PERANGKAT KETERANGAN
DAERAH
PEMRAKARSA
1 | Pembentukan Badan Badan Penelitian dan Baru
Riset dan Inovasi Daerah | Pengembangan Kota
Kota Pekanbaru Pekanbaru
2 | Pengadaan dan Dinas Ketahanan Baru
Penyaluran Cadangan

IfeTy UITSeY] JIICAG UeBI[NG JO AJISIdATU) dDTWR[S] 3)el§

% Riandi Adma Tri Saputra, op,cit, him. 6



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

ud

%

3
41uul

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

33

Kepala Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan

©

i

= Pangan Pemerintah Pangan Kota Pekanbaru

g Daerah Kota Pekanbaru

® 3 | Penyelenggaraan Usaha | Dinas Kebudayaan dan Baru

i Kepariwisataan Kota Pariwisata Kota

= Pekanbaru Pekanbaru

= 4 | Pencabutan Peraturan Bagian Tata Pemerintah Baru

s Daerah Kota Pekanbaru | Kota Pekanbaru

= Nomor 12 Tahun 2002

e Tentang Rukun Tetangga

o Dan Rukun Warga

© 5 | Pajak Daerah dan Badan Pendapatan Baru
Retribusi Daerah Daerah Kota Pekanbaru

6 | Kepemudaan dan Olah Dinas Kepemudaan dan Baru
Raga Kota Pekanbaru Olah Raga Kota
Pekanbaru
7 | Pengelolaan Zakat, Infaq, | Bagian Kesejahteraan Baru

dan Sedekah di Kota Rakyat Kota Pekanbaru
Pekanbaru

® 8 | Pertanggungjawaban Badan Pengelola Rutin

% Pelaksanaan Anggaran Keuangan dan Aset

~ Pendapatan dan Belanja | Kota Pekanbaru

= Daerah Tahun Anggaran

=202

E 9 | Perubahan Anggaran Badan Pengelola Rutin

= Pendapatan dan Belanja | Keuangan dan Aset

@ Daerah Kota Pekanbaru | Kota Pekanbaru

< Tahun Anggaran 2023

=]

?'10 Anggaran Pendapatan Badan Pengelola Rutin

e dan Belanja Daerah Kota | Keuangan dan Aset

= Pekanbaru Tahun Kota Pekanbaru

%‘ Anggaran 2024

=11 | Rancangan Peraturan Badan Pengelola Lama

2 Daerah Tentang Keuangan dan Aset

- Penyertaan Modal Daerah Kota Pekanbaru

=]

- Daerah dan Penambahan

E' Penyertaan Modal
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©

i

= Hukum Lainnya

]

'g' 12 | Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Lama
& Masyarakat Perempuan dan

= Perlindungan Anak

= Kota Pekanbaru

= 13 | Pengelolaan Ruang Dinas Lingkungan Lama
s Terbuka Hijau Kota Hidup dan Kebersihan

= Pekanbaru Kota Pekanbaru

© 14 | Pencegahan, Dinas Pemadam Lama
= Penanggulangan Bahaya | Kebakaran dan

= Kebakaran dan Non Penyelamatan Kota

Kebakaran Pekanbaru

15 | Perubahan Atas Dinas Perhubungan Lama
Peraturan Daerah Kota Kota Pekanbaru
Pekanbaru Nomor 15
Tahun 2012 Tentang
Pelayanan Kepelabuhan

16 | Ranperda Kota Dinas Perhubungan Lama
= Pekanbaru Tentang Kota Pekanbaru
= Penyelenggaraan
3 Angkutan Umum Masal
2 di Kota Pekanbaru
=¥}
E- 17 | Ranperda Kota Dinas Pemberdayaan Lama
e Pekanbaru Tentang Perempuan dan
2- Pengarusutamaan Gender | Perlindungan Anak
o Kota Pekanbaru
ébokumentasi . Arsip Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan
= Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru tahun 2020%
£
= Pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah diatas dilaksanakan oleh Dinas
9 2]
b ]
“Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam
g?menangani kasus-kasus dan juga pencegahan terkait tindakan kejahatan dan
5 .
~Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Upaya-upaya serta program-
e
=

®1 Dokumentasi Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pekanbaru tahun 2023
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rogram yang dibuat untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan

WioyeH o

ang bisa menimpa perempuan dan anak, serta menelaah faktor-faktor

enghambat yang terjadi dalam kinerja dinas tersebut.®?

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

ekanbaru ialah merupakan upaya-upaya yang dilakukan agar tercapainya

ASOS NIN AU B

“/_E')erlindungan dan kesejahteraan bagi anak dan perempuan, menjamin segala
g)entuk perlindungan dan bentuk aduan serta berbagai bentuk pencegahan terkait
perlindungan dari tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.
Kinerja Dinas yang baik akan membantu mencapai tugas pokok dan fungsi dari
tujuan-tujuan dinas untuk dapat menciftakan kehidupan yang sejahtera dan
terjamin bagi anak dan perempuan yang rentan mengalami tindakan kekerasan

yang terjadi baik di dalam rumah maupun diluar.

0
g 3. Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

]

~"  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang
=

zfterpenting, karena sebagai unsur dari Pemerintahan Daerah dalam
(1]

“menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan
‘e

=]

;Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah
(=

§Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap
9]

SPemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

JH

#Pemerintah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain :

¥ wIse

%2 Disya Anggreni Manurung, Harapan Tua Ricky Fredy Simanjuntak, Kinerja Dinas
sPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Jurnal, Niara, Vol.14 No. 2
=September 2021, hlm 126. Wawancara dengan Dr. Chairani, S.STP, M.Si (Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru) di Pekanbaru pada hari
Selasa, Jam 10.00 Wib di Kantor Dinas P3A jalan Badak Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
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a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk
mendapat persetujuan bersama.

b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan
peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan
Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan
Pemerintah Daerah, Kerjasama International di daerah.®®

Prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah menurut Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut :

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

1. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan
persetujuan bersama ;

2. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi,
tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah ;

3. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

4. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang-undangan ;

5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam

rangka menyiapkan atau pembahasan Ranperda ;

%% Bagir Manan, loc,cit, him. 70
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Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan
penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan
untuk melaksanakan Peraturan Daerah ;

Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita
daerah ;

Peraturan Daerah dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat
penyidik tertentu sebagai pejaat penyidik pelanggaran Peraturan Daerah
(PPNS Peraturan Daerah) ;

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota
enyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka

é/ang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Gubernur,

=
=Bupati /Walikota untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

nery wisey jiredg uejng jo A3rsid

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai

embentukan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD

bersama DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota.

2. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD

ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.
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Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
Peraturan Daerah lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan
penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau
denda sebanyak banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan
Daerah.

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur,

dimuat dalam Lembaran Daerah.®

4. Tujuan Penetapan Peraturan Daerah (Perda)

Aspek penetapan kebijakan merupakan bagian dari tahapan pengambilan
ebijakan yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan oleh
ara elit politik yang pada dasarnya bersifat atau bermuatan politisi. Aktivitas ini

ijelaskan sebagai proses penetapan kebijakan, nilai-nilai berpengaruh dalam

Eoroses penetapan kebijakan apakah nilai-nilai organisasi, nilai-nilai politisi, nilai-

J

7h

e,

nery wis

ilai idiologi atau nilai-nilai kebijakan.

* Muhammad Suharjono, loc,cit, him. 25
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©
o
= Pengambilan keputusan untuk mengatasi suatu masalah (issue) yang timbul
(@]
““ditengah masyarakat, ataupun untuk mencapai suatu tujuan, tentu saja dimengerti
job)
idan dipastikan betul mengenai tujuan tersebut. Keputusan ini jelaslah bukan suatu
=

ckeputusan, namun mengandung sifatnya untuk dilaksanakan untuk tujuan yang

N

oelitetapkan.
Tujuan ditetapkan dalam keputusan kebijakan haruslah jelas. Suatu kebijakan

yang baik haruslah mengandung kepentingan rakyat dalam tujuan kebijakan. Oleh

neJy eysn

karena itu, dalam penentuan keputusan pikirkan kegiatan-kegiatan setelah

menetapkan kebijakan.®®
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai

Peraturan Daerah :

1. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan
DPRD;

2. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas
pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

3. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
Peraturan Daerah lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

4. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan
penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah;

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

® Riandi Adma Tri Saputra, op,cit, him. 8
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5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan
Daerah;

6. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat
dalam Lembaran Daerah;

7. Peraturan Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat
penyidik pelanggaran Peraturan Daerah (PPNS Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah).

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen
memang tidak dikenal, sehingga Peraturan Daerah termarjinalkan dalam tata
susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945
diamandemen, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara
konstitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang
:;elengkapnya berbunyi : Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah
:’:dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai
B

é[andasan untuk kewenangan DPR dalam mengusulkan Rancangan Undang-

=
EUndang tertuang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), menyatakan, bahwa Dewan

ISI

~Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

0 A

%elanjutnya dipertegas lagi pada Pasal 21 menyatakan, bahwa anggota Dewan

ae
@D
=
<)
=,
QD
5
Py
QD
<
<%}
—
o
@D
=
>
[
=
3
@D
>
«Q
2
c
=
QD
S
c
w
c
2
QD
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Q
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c
>
o
[
>
<
c
>
o
[
>
o

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar

R Jraedg ugjn

ang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal

s

tu akan menunjukkan :

nery
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Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-
undangan.

Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-
undangan dengan materi yang diatur tingkat lebih tinggi atau sederajat.
Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, Pasal 39 disebutkan bahwa perencanaan penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal ini menginsyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam

perancangan Peraturan Daerah. Perancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan

9]
foleh DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan langkah awal yang akan

éSI 3

1.

2.

enentukan efektifitas dan efesiensi pembentukan Peraturan Daerah. Namun

dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

Ketersediaan anggaran.
Waktu.
Partisifasi masyarakat.®®

Sumber Daya Manusia (SDM).®’

wrsey jredg uej[ng yo A3IsIaAruq) Jrure

88 Utrecht mengemukakan 4 (empat) alasan masyarakat menaati hukum, yaitu : 1. Karena
Sorang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. 2. Karena ia harus menerima

~supaya ada ketentraman. 3. Karena masyarakat menghendaki. 4. Karena adanya paksaan (sanksi)
;sosml Lihat Irwansyah, Kajian llmu Hukum, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020), him. 239

¢ Asri Lasatu, Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan

Daerah Terhadap Kinerja DPRD, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2 Juli
2020, him. 201
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©

o

= Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana yang dimaksud
(@]

Ssebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang
job)

iditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dan
=

cmemuat

=

%)) 1. Perintah peraturan yang lebih tinggi.

=

w

= 2. Rencana pembangunan daerah.

py)

o 3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

=

4. Aspirasi masyarakat.

Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan
Daerah yang disusun secara berencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang
ditetapkan.

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah

9]

Ssetempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi
(g°]

::’-;(-jerajatnya.68 Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat

®
=
o
2
N
)
5

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang
berkaitan dengan organisasi Pemerintah Daerah.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian
Perda merupakan produk hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka
melaksanakan Otonomi Daerah, yaitu melaksanakan hak dan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga

nery wisey JureAg ueing jo AJISIdAIU) J1UI

% Bagir Manan, op,cit, him. 136
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sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk
mendukung Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom.®

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen dalam pelaksanaaan otonomi

aerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas

endukungnya. Namun, dalam perkembangan praktik otonomi daerah, persoalan

BYSNg NIgA!iw erdio ey @

emi persoalan muncul berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan Peraturan

aerah ini, sampai kemudian Pemerintah (Pusat) kewalahan untuk melaksanakan

nesy

pengawasan sampai pembatalannya. Peraturan Daerah adalah produk daerah yang
unik, karena dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik
lokal.
Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah
regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya dan untuk menunjang ini maka
:;angat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga
:’:dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan
Efilosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Untuk mencapai
§Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, selayaknya
%‘)ara perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah sebagai
;"kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang

Etepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya.

Dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah bukanlah pekerjaan

® Jraedg

ang mudah dilakukan, hal ini menjadi sulit karena Peraturan Daerah nantinya

adi perlengkapan dalam melaksanakan transformasi sosial dan demokrasi selaku

Nery wis

% Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung :
Penerbit Mandar Maju, 1998), him. 23
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%eH ®

onkretisasi warga daerah yang sanggup menanggapi perubahan yang cepat serta

1d19o

antangan pada masa otonomi dan global dikala ini, terwujud good government

ebagai bagian pembangunan yang berkelanjutan didaerah.

A B

Karena itu peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah

S NIN

arus hadir dalam posisi penyempurnaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam
embanguan kepercayaan masyarakat.

Melalui partisipasi masyarakat maka dapat menampung dan mengakomodir

nery eysn

aspirasi masyarakat sehingga penyusunan Peraturan Daerah tidak hanya
melibatkan legislatif dan eksekutif semata, namun masyarakat pun bisa diminta
sumbangsih  pemikirannya untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang
berkualitas, sehingga pada akhirnya Peraturan Daerah tersebut dapat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

%: Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, visi, misi dan nilai harus
:’:disamakan antara keinginan pembentukan Peraturan Daerah dan keinginan
Efnasyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Pembentukan Peraturan
§Daerah sejak awal perancangan dituntut agar peraturan nantinya mampu

memenuhi kebutuhan daerah.
5. Hak Perlindungan Perempuan Pasal 10
Hak setiap perempuan di Daerah dapat dirincikan sebagai berikut :
a. Hidup dalam kondisi sejahtera lahir dan batin;
b. Hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan

ajaran agama yang dianutnya;

nery wisey JireAg uejpng jo 1%191
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Memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur
Pendidikan;

Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;

Memperoleh perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan
seksual;

Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan
penelantaran;

Memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan kemampuan, minat dan
bakatnya dengan tetap menjunjung tinggi segala hal yang terkait dengan
kodrat kemanusiaannya;

Memperoleh akses dalam memajukan usaha yang dijalaninya demi
terciftanya peningkatan pendapatan secara memadai;

Memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau
profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
Mendapatkan informasi dan pelayanan hukum sesuai dengan
kebutuhannya;

Menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar

dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Memiliki dan mengelola harta bersama dalam perkawinan yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

%

3,
\I'l/'ﬂ

¢

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

46

n. Memiliki hak-hak lain yng melekat sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaannya berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-

undangan.”

. Konsep Perlindungan Perempuan
1. Perlindungan Perempuan dalam Hukum

Secara etimologi, kata “perlindungan” berasal dari kata “lindung”, mendapat

neld ejsng NI Al ejdiojeH @

awalan per- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung.
Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa
sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) yaitu : sarana perlindungan hukum
preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum

9]
Epreventif terutama erat kaitannya dengan azas freis ermessen sebagai bentuk

I°

w

—perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum

m

éfepresif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan

=
EPeradiIan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding

-

Eﬁdministrasi dan badan-badan khusus.” Sarana perlindungan hukum represif yang

=]
dilakukan oleh Pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada
(=

&elaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan

1y wisey] jiredg

= 70 peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan
=dan Anak Pasal 10, him. 12-13
™ Philipus.M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987),
him. 10
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7.

sJo AJISIDATU) DTWIR[S] d}€3S

umangelipu adalah perlindungan terhadap umum (protection of the public),

1.

8.

9.

47

72

lermasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.
Prinsip yang harus ditaati oleh pemangku kepentingan dalam Perlindungan

erempuan ini sebagai berikut :

Perlindungan azas penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Azazi
Manusia (HAM).

Perlindungan azas keadilan dan kesetaraan gender.

Perlindungan azas non diskriminasi.

Perlindungan azas pemberdayaan.

Perlindungan azas kepentingan bagi perempuan.

Perlindungan azas pengayoman.

Perlindungan azas keberlangsungan dan keberlanjutan.

Perlindungan azas keterbukaan.

Perlindungan azas ketertiban.

10. Perlindungan azas kepastian hukum dan
11. Perlindungan azas kearifan lokal.”
Kasus yang terjadi di Pekanbaru, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompok

enjadi berkut ini :

1. Kekerasan fisik

nepy wisey jriedg uejn

2 Andi Hamzah, dan Sumangelipu, Hukum Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini

an di Masa Depan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), him. 15

® Dokumentasi Pemerintah Kota Pekanbaru, Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, (Pekanbaru : Pemerintah Kota pekanbaru,
2020), him. 52
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. Pembunuhan :

a). Suami terhadap isteri atau sebaliknya.
b). Ayah terhadap anak dan sebaliknya.

c). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).

d). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
e). Anggota keluarga terhadap pembantu.

f). Bentuk campuran selain tersebut diatas.

. Penganiayaan :

a). Suami terhadap isteri atau sebaliknya.

b). Ayah terhadap anak atau sebaliknya.

c). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
d). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.

e). Anggota keluarga terhadap pembantu.

f). Bentuk campuran selain tersebut diatas.

. Perkosaan :

a). Suami terhadap isteri atau sebaliknya.

b). Ayah terhadap anak atau sebaliknya.

¢). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
d). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.

e). Anggota keluarga terhadap pembantu.

). Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan non fisik/psikis/emosional, seperti :
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a). Penghinaan.

b). Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai
harga diri pihak isteri atau sebaliknya.

c). Melarang isteri bergaul.

d). Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri ke orang tuanya.

e). Akan menceraikannya.

f). Memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.

. Kekerasan seksual, yaitu :

a). Pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya.

b). Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau
disetujui.

c). Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri atau suami tidak
menghendaki.

d). Memaksa isteri atau suami menjadi pelacur dan sebagainya.

. Kekerasan ekonomi, berupa :

a). Tidak memberikan nafkah kepada isteri.

b). Memanfaatkan ketergantungan isteri sebagai secara ekonimis untuk
mengontrol kehidupan isteri.

c). Membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penhasilannya dikuasai oleh

suami. Misalnya memaksa isteri menjadi wanita panggilan.”

" Ibid, him. 82
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Jelaslah dalam pandangan Negara Republik Indonesia didasarkan pada Pasal

8 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1)

W ejdiodeH @

—yang menyatakan bahwa :

A

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
—martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas
ofasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
Zberbuat sesuatu yang merupakan hak azazi”.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa :

ElY B

=“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan”.

Kenyataannya, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang-kadang
tidak tercapai, karena pasangan suami isteri tersebut sering bertengkar (syigaq)
dan apabila tidak terkendali akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan
gmenjadi korban umumnya adalah perempuan (isteri). Sehubungan dengan hal
0
“tersebut, maka pembaharuan hukum yang yang berpihak pada kelompok rentan
w

& —
Satau tersubornisasi. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah

gangga yang dilakukan oleh suami hal ini menjadi salah satu pertimbangan

I

iundangkannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

}ISIdA

0A

Dalam Undang-Undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan

ueins j

&perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,
<%}
%’uga mengatur secara spesifik kekerasan yag terjadi dalam rumah tangga dengan
~

%":unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang

?iatur dalam KUHP.
=
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Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan :

J)EeH @

Z*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
“dalam lingkup rumah tangganya, baik itu dengan kekerasan fisik, kekerasan
“psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga.”

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan :

NIN X

o'Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah
gperbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”"

Iy By

Bentuk perumusan ini terdapat dalam Bab VIII Pasal 44 (kekerasan fisik),

ggPasaI 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual),
serta Pasal 49 (penelantaran rumah tangga). Adapun ketentuan pidana untuk
kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang bentuk kekerasannya
adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT
enyatakan :

1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah).

4). Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah).”

nexry wisey JireAg ueing yjo AJISIdAIU() dJTWE[S] 2ielg,

"> Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami
Terhadap Isteri, Jurnal IImu Hukum, volume 9, No. 17 Februari 2013, him. 38-39
"® Undng-Undang Republik Indonesia, op,cit, him. 19
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Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT menyatakan :

1). Setiap orang yang melakukann perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini diancam pidananya lebih ringan
dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah
tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya
dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri, walaupun kekerasan
psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan

umata telanjang. Kekerasan psikis dapat menimbulkan stress pada korban, dan stres

r

'Enilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.

Pasal 46 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyatakan :

dTUre|s

g“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
gdimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
#(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta
éfupiah).”

Pasal 47 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menentukan :

}[ns jo

£ “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
umelakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
Edipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara
gpaling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,- (dua
gbelqshj)uta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta
Zrupiah).”

Pasal 48 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menentukan :

nery w
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EH @

=*“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
“mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh

sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya

“selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,
—gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak
Zberfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
flima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda
—paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling

obanyak Rp 500.000.000,0 (lima ratus juta rupiah)”.

By sn

Pasal 49 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menentukan :

Q‘?"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
“hanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap orang yang :
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
b. Men(7a7lantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2).”

2. Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kriminalitas

&1

jarimah).
1. Pengertian Jarimah
Jarimah (tindak pidana) didefenisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut :
Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan
al-hal yang mewajibkan) yang diancam dengan had atau ta Zip "
a. Bentuk Jarimah
1). Jarimah Hudud
2). Jarimah Qishash/diyat.

3). Jarimah Ta zir

¥ wisey Jrredg uel ng yo ALSIdAJU) dTWIR]S] 3

" Muhammad Ade Warka, Dariati, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang
zdilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri, Jurnal llmu Hukum, vol 11, No.22, Agustus 2015, him.
=162
® Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), cet II,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), him. 11
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©
>
= Jarimah Hudud meliputi : perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamar,
o
%)encurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
i Jarimah Qishash meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja,
gembunuhan karena kesalahan.
; Jarimah Ta zir terbagi menjadi 3 (tiga) bagian :
:T 1. Jarimah hudud atau gishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi
§ syarat, namun sdah merupakan maksiat.
c
2. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur’an dan hadis, namun tidak
ditentukan saksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak
melaksanakan amanah dan menghina agama.”
3. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan
umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan
%: penentuan kemaslahatan umum.
g- Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar
B

I

aperaturan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam dan termasuk kategori

=
<kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah tercela (al-qobih) yang

(1]

Editetapkan oleh hukum syara’, bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap
=]

%ebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum
(=

gsyara’.

9]

E Kekerasan juga bukan disebabkan sistem petriarki atau karena adanya
Zsubordinasi kaum perempuan, karena laki-laki maupun perempuan memunyai

IS

eluang yang sama sebagai korban. Kalaupun data yang tersedia lebih banyak

ner

2 1bid, him. 13
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enyebutkan perempuan sebagai korban, itu semata-mata karena data laki-laki

O%E’H@

d

:éebagai korban kekerasan tidak tertulis. Dengan begitu kekerasan tidak ada

|2

ikaitannya dengan penyeretan hak laki-laki atau perempuan.

Lebih dari itu, kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. Pertama,

S.NIN X

aktor individu. Tidak hanya ketagwaan pada individu-individu, lemahnya

emahaman terhadap relasi keluarga, dan karakteristik individu yang

¥ BYySn

~temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara’,
c

termasuk melakukan tindakan kekerasan. Kedua, faktor sistematik. Kekerasan
yang terjadi saat ini sudah menggejala dimasyarakat menjadi penyakit sosial di
masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi
bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin

kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikan

9]
=perlindungan atau eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan adalah sistem
o

f-kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan.

8

é’ Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah
=

Emelanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku

g)emerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dan
=]
JAain-lain. Dari sisi sosial budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku
(=

&ermisif, kebebasan berprilaku dan seks bebas, telah menumbuh suburkan

9 2]
éperilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme, dan hubungan

JI

7Seks disertai kekerasan.

15

¥ wWis

Dari  sisi  pendidikan, menggejalanya kebodohan telah  memicu

ner

ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan
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agaimana seharusnya mereka berprilaku santun. Hal ini akibat rendahnya

1d1o yeH @

esadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapasitas

endidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirnya kebodohan

QI e

ecara sistimatis pada masyarakat dan kemorosotan pemikiran masyarakat

ehingga perilakupun berada pada derajat yang sangat rendah.

o NI

Berdasarkan syari’at Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan

yang menimpa perempuan dimana pelakunya harus diberikan sanksinya yang

neJy eysn

tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-
laki, pelakunya juga bisa laki-laki maupun perempuan itu pada dasarnya harus

dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (jarimah).%

C. Konsep Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dan Maqashid

Sk

2 Syari’ah

(g°]

@

5_ 1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

S Hukum Keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum
=

EKeIuarga dianggap sebagai inti syariah.®! Hal ini berkaitan dengan asumsi umat
;!slam yang memandang Hukum Keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk
9]

_E}ebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk
j=%]

=)

kgkarena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya Hukum
<%}

EKeIuarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu
5

2.

8

=

8 Fayumi Badriyah, Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan, (Yogyakarta :
LKiS, 2020), him. 105

81 Syari’ah merupakan ajaran dasar yang bersifat universial, permanen. Lihat Nasaruddin
Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Jakarta : Paramadina, 1999), him. 290

ner
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ang melatar belakanginya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua

DYBH O

gnasyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab

|2

ﬂahirnya Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dianggap sangat
ckontroversial.
Hukum Keluarga Islam (Akwal Syakhsiyyah) sangat penting kehadirannya di

engah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga dan lain

BMSNS N

ebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama nonmuslim,

ngly

sehingga masyarakat menginginkan adanya Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhsiyyah) yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang
semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan
hukum.® Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan®
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian
%an tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam
engatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur Hukum

JAIUN DIUJE'%SI 3

Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan
gama, dan kitab figih. Adapun yang pertama ialah Undang-Undang yang berlaku

I negara-negara muslim khususnya mengenai Hukum Keluarga. Sedangkan yang

upl[ng yo A}rsi

kedua adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebenarnya merupakan inovasi

8 A. Malthut Siroj, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum
slam), Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2017), him. 1

8 Hukum Islam resmi menjadi hukum positif (lex positive/ius constitutum) sejak
@iundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian
~dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
sztndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat A. Maltut Siroj, ibid, him 6. Dalam
Sperkembangan berikutnya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Lihat Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta : LKIS, 2005), him.
56

sey JlIpAg
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AeH @

ndonesia.?* Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab figih.** Sikap
ara ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-
gara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para
lama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama
engan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi
ukumnya.® Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

erkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

nely eysng NiQ >1||5Lu epdio

umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang
memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan
warisan serta masalah wakaf).

Sementara itu ada sebagian ulama tradisional Indonesia masih ada yang
belum sepenuh hati dalam memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam

9]
kedua Undang-Undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan

o
:’:apa yang termuat dalam kitab-kitab figih. Akan tetapi sebagian ulama lain justru
Efnerasa bangga dengan lahirnya kedua Undang-Undang itu karena dianggap
%ebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran Hukum Islam di
E'Indonesia.87 Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam (KHI)
iu'bleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi

EPresiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat

1IeAG

& Kompilasi Hukum Islam yang dimaksudkankan sebagai upaya pembaruan Hukum
=Islam di Indonesia demi terwujudnya kepastian Hukum Islam dan agar Hukum Islam itu relevan
7t:|engan perkembangan zaman dalam konteks ke Indonesiaan. Lihat A. Malthut Siroj, ibid, him 11

> M.’Atha Mudzar, Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum lIslam, Jurnal
BStudl Islam,1, 1999, him. 172

8 John Donohue, Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah, (Jakarta :
'—Rajawall Perss 1995), him. 356
= #” pembaruan Hukum Islam di Indonesia meliputi 4 (empat) bidang : 1. Figih. 2. Fatwa. 3.
Keputusan Pengadilan dan 4. Peraturan perundang-undangan. Lihat Marzuki Wahid, Rumadi,
Figih Mazhab Negara, Yogyakarta, LKIS, 2001. HIm. 159
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EH ®

=mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru

dio

—dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang

|2

3Hukum Keluarga.®
Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang diperbarui Islam adalah

ehidupan keluarga. Islam memperbarui dari sistem keluarga patrilineal menjadi

BYSNSNIN !

eluarga bilateral. Kalau sistem keluarga patrelineal®® mengutamakan dan

emposisikan laki-laki (suami) lebih superior, maka sistem keluarga bilateral

neyy

memposisikan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) pada posisi setara
(egaliter).** Namun mayoritas muslim di dunia mengamalkan konsep dan sistem
keluarga patrilineal.

Sebenarnya ada beberapa ulama yang menyajikan konsep egaliter dalam
Hukum Keluarga Islam, tetapi di samping tidak populer, pandangan ini juga
)

ssering dianggap pendapat atau pandangan aneh. Sebut misalnya pandangan yang
(g°]

Enenyatakan untuk keabsahan perceraian dibutuhkan kehadiran saksi sama dengan

Ture,

?Eada saat akad nikah yang juga harus ada saksi. Pandangan ini tidak populer dan

JAIU
=
o3)
=
=
=
<
D
3
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<
D
=
o3
=
D
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=
o
D
=
3
@D
3
=]
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=
o
=
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=
o
>
[%2]
@D
o
=

i. Sehingga meskipun

Syarat ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan sedikit

1{&)181

odifikasi bahwa perceraian harus di Pengadilan, namun masyarakat

menempatkan konsep ini hanya aturan Negara, bukan aturan agama. Sebagai

8 M.’ Atha Mudzar, op,cit, him. 173.
% patrelinial adalah penarikan garis keturunan dilakukan terhadap pihak bapak. Lihat
bdul Jamil, Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap
“Hukum Perkawinan dan Kewarisan, Jurnal Hukum, No.24. Vol 10. September 2003, him. 53
% Khoirudin Nasution, Fazlurrahman Tentang Wanita, (Yogyakarta : Tazzafa &
ACAdeMIA 2002), idem, Pembaharuan Islam bidang Hukum Keluarga terbit dalam Jurnal
Syari’ah Pengajian Islam University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

wisey Jureg uping,jyo
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JeH O

turan Negara peraturan ini tidak wajib dipatuhi, sebab tidak mempengaruhi

1d19o

egalitasnya.
Kemudian muncul gerakan pembaruan Hukum Keluarga Islam (Ahwal
yakhsiyyah) di abad ke-20, yang dimulai oleh Turki dan Mesir di antaranya

dalah juga berkehendak membangun konsep yang memposisikan suami dan isteri

SNg NIgyA!ITu e

“Pada posisi setara (egaliter). Sebab dalam faktanya banyak dampak negatif dari
?konsep keluarga patrilineal.
c

Faktanya konsep pembaruan Hukum Keluarga Islam inipun banyak
mengalami penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan. Penolakan ini
dapat dilihat mulai dari awal pembentukan sampai pada penerapannya dalam
kehidupan. Salah satu dari alasan menolakan masyarakat adalah alasan agama.

Kelompok yang menolak berasalan konsep perundang-undangan tidak sejalan

1831S

engan Islam. Penolakan kelompok ini dapat ketahui dengan membaca berbagai

umber yang menyajikan data sejarah pembentukan peraturan perundang-

els] @

T

ndangan bidang Hukum Keluarga Islam di berbagai Negara muslim.**

=

Berdasarkan fakta ini mestinya para pemerhati dan peminat Hukum Keluarga

A11SIdATUN)

slam berkewajiban menyediakan tulisan sebanyak-banyaknya sebagai bahan
acaan bagi masyarakat untuk meyakinkan bahwa peraturan yang ada dalam
eraturan perundang-undangan keluarga (perkawinan) merupakan konsep Islam

ang wajib dipatuhi dan diamalkan.”

24s upngyo

I

wisey j

% Sebagai contoh Muslim Indonesia menolak kehadiran Undang-Undang No.1 Tahun

974 Tentang Perkawinan dapat dilihat Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara :

=Studi Terhadap Perundan-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia,
S(Jakarta : INIS, 2002), him 17

%2 Diantara tulisan untuk menunjukkan aturan dalam UUP wajib dipatuhi adalah bahwa

aturan minimal kawin. Misalnya Khoirudin Nasution, Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan :
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Hukum Keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa

1o jeH @

ermasalahan, sebab Hukum Keluarga dianggap sebagai inti syari’ah. Pada

hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak

gAY B

alam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini

ersifat solutif, artinya Hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam

SNg.N|

=

enyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang,

ukum-hukum vyang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan

nejy e

filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan Hukum Islam yang tidak lagi
representatif dalam menyelesaikan perkara Perdata Keluarga Islam.

Secara historis, berbagai regulasi Hukum Keluarga di Indonesia dijabarkan
secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka
dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi

9]
sterhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh

(g°]

:’:dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era
=

éétagnasi (Jumud) ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat sakralisasi masyarakat
=

gferhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya

Hukum secara defenitif, yaitu ketentuan Allah SWT yang berhubungan
engan perbuatan seorang mukallaf (orang yang sudah dibebani hukum/cakap
ukum), apakah ia berbentuk tuntutan (igtida’), kebebasan memilih untuk
ertindak (takhyir) maupun dalam bentuk gada’ (ketetapan/zagriri).®®

Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang

1se)] JIIgAS upjng yo A3rsx

Sbersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat

12|

]
SAnalisis Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam, Pusat
Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol 8, No. 2 (July 2009), him, 185-200.
% Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, (t.tp, Darul al-Fikr al-*Arabi,t.th), him. 26
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©
o
c‘==)l=1ubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa
(@]
saling berharap” (mutual expectation) yang sesuai dengan ajaran agama,
job)
=;

—dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai

Q.3!
~
D
—
QD
>
o
<V]
=,
>
©
~

Pengertian keluarga seperti yang telah ditemukan dalam Kamus Besar

ahasa Indonesia (KBBI) ialah ibu, bapak dengan anak-anak. Ada pendapat yang

E[BSHS N |

enyatakan bahwa keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri dari pada

neyy

individu, satu sama lain saling merasakan punya identitas dan ikatan. Terlepas
dari perbedaan redaksi tentang pengertian keluarga, yang dimaksud dengan
keluarga secara umum ialah suatu institusi yang didalamnya ada laki-laki dan
wanita yang diikat dengan suatu perjanjian untuk hidup bersama. Jika dikaitkan
dengan Islam, maka pengertian keluarga Islam adalah suatu institusi yang
idalamnya terdapat pria dan wanita untuk hidup bersama dan diawali dengan
erkawinan yang sah menurut Hukum Islam. Segala aturan pembinaan keluarga
didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, baik terkait dengan
pembinaan agidah, akhlak, ibadah dan muamalahnya.

Tatanan keluarga yang dibina atas kebersamaan dan perjanjian hidup

ersama tanpa didahului dengan perkawinan yang sah menurut Islam, tidak dapat

&”H%}O AJISIB%IHH&IUJ%SI 81&18

inyatakan sebagai kekeluargaan Islam. Jika agad nikahnya dibatasi dengan waktu

eAs u

ertentu seperti kawin mut'ah atau kawin kontrak,® juga tidak dapat diterima

X

* Hammudah ‘Abd al-Ati’, The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim), (Surabaya

=y Bina 1lmu, 1984), him. 29

et % Kawin kontrak (muz’ah) yaitu apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan

=dengan menentukan lamanya masa pernikahannya masa pernikahan mereka, baik sehari,
seminggu, maupun sebulan. Lihat Sayyid Sabiq, Figih Sunnah alih bahasa oleh Mohammad
Abidun, dkk, jilid 3 (terj), (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010), him. 247

wisey j

e
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ebagai perkawinan yang sah dan tidak dapat dikatakan sebagai kekeluargaan

243EH ©

1§.Ilslam. Hal ini disebabkan nikah mut'ah®™ pernah diizinkan oleh baginda

|2

iRasqullah SAW pada penaklukan kota Makkah, tetapi setelah itu dibatalkan

A

csampai hari kiamat nanti.
Untuk sekadar perbandingan perlu dituliskan bahwa pengertian keluarga
ada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni ;%

1. Keluarga kecil (nurclear family),

nely eysns N

2. Keluarga besar (extended family), dan juga menyebutkan royal
family.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga
kecil disebut juga keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah
seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan
perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak
dan ibu mertua.

Pengertian kata perkata diatas, maka secara ringkas dapat disimpulkan,

JAIU dDIWIE[S] 2}e1§

" bahwa hukum keluarga adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari al-

ISI

Qur’an dan as-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan (family) baik yang terjadi
karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati
oleh setiap orang mukallaf.

Ulama dan pakar memberikan beberapa pengertian tentang hukum keluarga

sebagai berikut :

¥ wisey juredg ueing jo 43

% Kawin kontrak juga dinamakan denga muz’ah (berasal dari bahasa Arab “istamta’a”

zyang artinya menikmati, karena tujuan laki-laki yang melakukannya adalah untuk memanfaatkan

=dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan atau telah disepakati. ibid, him, 247

*7 Khoirudin Nasution, loc,cit, him. 64
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Menurut Badri Kheiruman, Hukum Keluarga (ahkam al-Syakhsiyyah)

1dI12 jeH &

: adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga
. itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami isteri dan bagaimana harus
ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tua serta apa hak
dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan,

bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh mawaddah, dibicarakan

d BXSNS NIN XlIw e

“dalam bagian ini. Dalam rumusan figih klasik hal ini dikenal dengan figh

nei

mundkahat.® Diantara ayat al-Qur’an dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga
misalnya sebagai berikut :*°
1. Hukum Perkawinan :

a. Surat al-Mujadalah ayat 1-4 :
i3 pa Ay by J) S5 @y & Al A1 038 Al e
o e b G s o (0 Syjal alll (1) St e i1 Gy
Sl B3ty S G 58 O i)y 15 0 ) e
B e ) 5 196 W Dggha o s (e Dyl Gl (2) Sk
sl 1 538 By o O Wy Ay g o0 g U
3 Ui ko b fai o 35 ek O 45 i s i
ol e 380 alh 3515 Ellg o5l by 1503

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang
mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan
mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal
jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

% Badri Kheiruman, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (Bandung : Pustaka Setia,
010), him. 25.

% Mohd Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya,
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997),
him. 40. Lihat juga Artikel yang ditulis oleh Abdul Jamil, op,cit, him. 47

nepy wisey jiiedg uej[ng jo A}IsIaAru) dIwe[s] ajeis
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Orang-orang yang menzihar isterinya diantara kamu,
menagnggap isterinya sebagai ibunya. Padahal tiadalah isteri
mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah
wanita  yang  melahirkan  mereka.  Sunguh-sungguh
mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan
sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi maha Pengampun.
Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka
hendak  menarik  ucapannya, maka wajib  mereka
memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu
bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa yang tidak mendapatkan (Budak), maka wajib
atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum kedua
bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa maka dia memberikan
aka kepada orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah
dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

b. Surat al-Bagarah ayat 143

HKilo Jp 5K 1 B 5136 15558 g B s i

z -
‘ &
-

z

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam).
Umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas
perbuatan manusia dan agar Rasul kamu.

2. Hukum Kewarisan :

a. Surat al-Bagarah ayat 180 :

o1 N gl 1 85 Oy Sl (ShsT Saas 13) S o

il o o Bl
Diwajibkan atas kamu apabila seorang diatara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta
yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya

secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertagwa.

b. Surat an-Nisa’ ayat 2 :
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Gy S IS ¥y W sl 14T

15 s OS82 1al
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh)
harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang

buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.
Sesungguhnya tindakan-tindakan itu, adalah dosa besar.

23
(e

Menurut  Abdul Wahab Khallaf, Hukum Keluarga (ahkam al-ahwal

¥SNS NIN Y!ltw eydio yeH @

{eh]
ZByakhsiyyah), yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga. Yang dimaksud
2]

“adalah mengatur hubungan suami isteri dan karib kerabat.'®

Menurut Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga (akkam al-ahwal
Syakhsiyyah) adalah hukum yang mengatur ihwal hubungan keluarga (suami isteri
101

dan orang tua anak) sejak dimasa awal pembentukannya (perkawinan).

Menurut Ahmad Rofik, Hukum Keluarga (ahkam al-Syakhsiyyah), yaitu

Yhukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya yang
0

] . - B .

ibertUJuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan yang
o

Slainnya.**

Menurut Wahbah Zuhaili, Hukum Keluarga (ahkam al-ahwal Syakhsiyyah)
adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal
embentukannya hingga dimasa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa

ikah, ralaq, (perceraian), nasab (keturunan), nafkah, dan kewarisan.'*

Menurut Khoirudin Nasution, Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur

JureAg ueyng yo Ajrgraarun d

ubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga dari pengertian diatas dibatasi

100 Ahdul Wahab Khallaf, lmu Ushul Figh, cet 5, (Jakarta : Rineka Cifta, 2005), him. 32

101 Muhammad Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam cet 2, (Jakarta : Rajawali Pers,
002), him. 54

102 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999),

neLy wisey]

him, 10
193 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut : Dar al-Fikr, 1409), him. 19
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EH ®

=pada keluarga pokok (nuclear family), yakni bapak, ibu dan anak/ana-anak, baik
(@]

“ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah

|2

ierjadinya perpisahan, baik perpisahan karena meninggal dunia (wafat) maupun

-
ckarena perceraian.

104
Berdasarkan beberapa defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang
imaksud dengan Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur tentang :

1. Pembentukan suatu keluarga melalui sebuah akad pernikahan yang

nely eysng N

bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan
batin. (sakinah, mawaddah wa rahmabh).

2. Hak dan kewajiban suami terhadap isterinya dan isteri terhadap
suaminya.

3. Hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anaknya dan anak
terhadap orang tuanya.

4. Putusnya hubungan perkawinan.

5. Nasab (keturunan).

6. Kewarisan

Untuk menyebut Hukum Keluarga Islam (ahwal Syakhsiyyah) ada beberapa

stilah yang digunakan para ulama dan perundang-undangan Hukum Keluarga

jing jo &JISIBA}LIH JIUTe|S] 2}elg

EKontemporer. Adapun istilah-istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Arab

95}
‘=dalam kitab-kitab figih adalah :1%

X

1. al-ahwal Syakhsiyyah

2. Nizam al-Usrah

nery wisey j

10% Khoirudin Nasution, loc.cit, him. 8

1% Khoirudin Nasution, op,cit, him. 6
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AR

= 3

(@)

=1 4

QO

- I

=

-

=

oK

c

w

~ 1

A

- 2

c
3
4
5

. Huguq al-Usrah
. Ahkam al-Usrah

. Munakahat

Istilah-istilah dalam bahasa Arab perundang-undangan Hukum

ontemporer adalah :

. Qaniin al-ahwal Syakhsiyyah
. Qaniin al-Usrah

. Qaniin al-Huqiiq al-‘aillah

. Ahkam al-Zawaj

. Ahkam al-Izwaj

68

Islam

Dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan

Keluarga Islam Kontemporer digunakan istilah-istilah sebagai berikut :

Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istila

. Islamic Personal Law

Islamic Family Law

. Moslem Family Law

Islamic Family Protection
Islamic Law of Personal Status
Islamic Law of Family Right
Islamic Marriage Law

. Islamic Marriage Ordinance.*®

h :107

. Hukum Perkawinan

him. 7

&

B 1
(g]

=

=~ 2.
=i

~ 3
&

=2

< 4,
(]

-

w

5—' 5.
2,

W 6.
=

B

= 7.
<&

P 8
=

2.

A

(4]

L

= 1
=

o

=

7 Ipid, him. 7

196 Hertina, dkk, Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara, (Pekanbaru : Suska Pres, 2014),
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©

o

= 2. Hukum Keluarga

(@]

= 3. Hukum Kekeluargaan

job)

i 4. Hukum Perorangan.

=

c  Menurut Asep Saefuddin Jahar et.al, keluarga adalah sanak saudara, kaum
-

okerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.
=

w

~Sementara kekeluargaan adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga/hal

eluarga/berkait dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam

nely e

keluarga.'® Kedua istilah yang digunakan untuk menamai aturan yang terkait
dengan masalah-masalah keluarga, yaitu Hukum Keluarga dan Hukum
Kekeluargaan. Kedua istilah ini pada dasarnya memilki arti yang sama. Namun
demikian, memperhatikan asal usul kata dan makna etimologis sebagaimana
disebutkan diatas, Hukum Keluarga, Hukum Keluarga lebih tepat pemakaiannya
%alam hal ini.'*

Sesuai dengan terminologi Hukum Keluarga diatas, maka ruang lingkup

we[sy

ékeluarga menurut Musthafa Ahmad Zarga yang dikutip oleh Muhammad Amin
ZSuma meliputi 3 (tiga) macam yaitu :**°

1. Perkawinan (Munakahat) dan hal-hal yang bertalian dengan nya.

2. Perwalian dan Wasiat (al-Walayat wa al-Wasiyyah)

3. Kewarisan (al-Mawarits)

Ruang lingkup perkawinan (Munakahat) meliputi :***

18 Asep Saefuddin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis cet 1 (Jakarta : Kencana,
013), him 10

1% Ibid, him. 9

19 Muhammad Amin Suma, op,cit, him. 22

111 perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan

nepy wisey jiredg uejng jo A3rs19
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a. Peminangan

b. Rukun dan syarat perkawinan
c. Mahar

d. Larangan perkawinan

e. Perjanjian perkawinan

f.  Poligami

g. Pencegahan perkawinan

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

h. Batalnya perkawinan
i. Hak dan kewajiban suami isteri
j. Harta kekayaan dalam perkawinan
k. Pemiliharaan anak
I.  Perwalian
m. Putusnya hubungan perkawinan
n. Akibat putusnya hubungan perkawinan
0. Rujuk
p. Masa berkabung.
Objek kajian Hukum Keluarga Islam, dengan menganalogikan dengan objek

ajian Islam, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni agama dan keagamaan.

NG JO AISIDATU[) DTWE[S] 333G

EKajian agama identik dengan kajian teks. Sementara kajian keagamaan identik

9 2]
fdengan kajian praktek.

X

A3

Kajian teks boleh mengkaji al-Qur’an atau hadis sebagai sumber ajaran Islam.

urise

Boleh juga kajian terhadap karya-karya para ulama, fikih, fatwa dan tafsir.

nery

dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Bahasannya, (Jakarta, Perpustakaan
Mahkamah Agung RI, 2011), him. 63
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JEH @

ementara objek kajian keagamaan boleh mengkaji orang-orang yang berkait

H_jlo

engan masalah Hukum Keluarga, calon suami-isteri, wali, saksi. Kita boleh
eneliti tokoh-tokoh agama yang berhubungan dengan masalah keluarga di KUA
da pegawai KUA, Penghulu, Petugas Pencatat Nikah (PPN). Di pengadilan boleh

eneliti Hakim, Pengacara, Juru Damai (mediator). Kita boleh juga meneliti

eysn

itual-ritual yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, acara akad nikah, acara pra-

ikah, kursus pranikah, kursus perkawinan. Kita boleh juga meneliti alat-alat yang

neyy

ada kaitannya dengan Hukum Keluarga, mahar, pakaian pengantin. Kita boleh
juga meneliti organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang berkaitan dengan
Hukum Keluarga, KUA, Lembaga Peradilan, Pengadilan Agama, Pengadilan
Tinggi Agama, sampai Mahkamah Agung. Dengan demikian kajian keagamaan
dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima), yakni penganut agama, tokoh agama,

9]
:ritual-ritual agama dan keagamaan, alat-alat agama dan keagamaan, dan institusi-

L5 9

institusi.!
Menurut Tahir Azhary, Hukum Keluarga Islam mempunyai sifat dan hakikat
Sebagai berikut :**3
1. Sifat Bidimensional
Dikatakan bidinmensional karena Hukum Islam mencakup 2 (dua)
hubungan dalam makna vertical (ibadah) dan horizontal

(kemasyarakatan atau muamalah). Implementasi hukum kekeluargaan

(perkawinan) Islam tidak hanya mengandung makna ‘ubidiyah

eIy Wise)] JiieAg uej[ng jo A3jrsiapiup druwe

112 M.Atha Mudzar, Pendekatan Studi Islam ; dalam Teori dan Praktek, cet ke-6,
=(Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004), him. 14

113 Tahir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam, cet 2, (Jakarta : In Hill Co, 2003), him.
215
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(memperoleh pahala atau reward) tetapi mengandung makna hubungan
sosial, dalam arti manusia sebagai individu dan kelompok memperoleh
jaminan dan perlindungan hukum mengenai hak-haknya.

Sifat adil

Sifat adil yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam Hukum
Keluarga Islam misalnya tercermin dalam persamaan kedudukan pria
dan wanita. Dalam Hukum Keluarga, suami dan isteri memiliki
kedudukan yang sama, karena itu tidak dibenarkan dominasi suami
terhadap isteri, atau sebaliknya. Dalam Hukum Keluarga Islam, baik
pria dan wanita, anak-anak dan dewasa, dapat menjadi ahli waris.
Hukum Islam telah mengangkat kembali derajat kaum wanita yang
sebelumnya tidak mungkin menjadi ahli waris, karena alasan-alasan
yang irasional, misalnya wanita pada zaman jahiliyah (pra-Islam)
dipandang tidak dapat menunggang kuda dan tidak mampu berperang.
Wanita pada masa jahiliyah tidak diakui sebagai subjek hukum.

Sifat Individualistik dan Kemasyarakatan

Sifat individualistic dan kemasyarakatan dilihat dari sudut hukum
keluarga memberikan posisi kepada manusia baik perorangan
(individu) maupun sebagai kelompok keluarga yang membentuk suatu
masyarakat. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami sebagai dua
individu yang terikat dalam perkawinan diatur dengan jelas. Bahkan

suami dibebani dengan tanggungjawab yang lebih berat daripada isteri,
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©

i

= yaitu sebagai pencari nafkah dan pengayom isteri seperti ditegaskan

(@]

= dalam al-Qur’an surat an-Nisa " ayat 34 :

job)

3 2 0% 5 T 8- o )ﬁ @ % ¥ 1- < s.g% 4 W

= oe 1588 Gyh i Mo gy Al s Ly sl Je Oge138 JE

= z

= Sl Mg 1 s &y CaAll Sl Lk Sudlalb g

w Aon o5 o &t Wh @A s o (. o s @ s ss o @i fh s ic A2

c g5 S SRBT OB (agiols axladdl B Ghgiidis hglaad GAjeds

w Z

3 e G S8l &) Y ale

m - 4 - s

® Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah

= telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan
karena mereka telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab
itu maka wanita yang yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri, Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasehatilah mereka dan dipisahkan mereka ditempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar.

@ Isteri dibebani tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga yang mengelola

0

:_kehidupan rumah tangga, dengan tidak menutup kemungkinan baginya untuk juga

&

Smencari nafkah, sebagai wanita karier atau pekerja biasa. Hak-hak individu

S[nereka dilindungi oleh Hukum Islam.

5}‘3. Magqashid Syari’ah

Q

@ Magashid al-syari ‘ah jika ditinjau dari makna katanya dapat diartikan sebagai

Ztujuan (magashid) yang ingin dicapai dibalik dari hukum-hukum Allah SWT

9 2]

11eA

(syari’ah) yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam mencapai

nery wisey j
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ebahagian dunia dan akhirat. Dengan demikian, magéashid al-syari'ah berarti

1d10 jyeH @

andungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.**

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan magashid al-syari’ah

QAW e

ebagai nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau sebagian

S NI

erbesar dari hukum-hukumnya atau tujuan akhir dari syari’at dan rahasia-rahasia

ang diletakkan oleh syara’ pada setiap hukumnya.**® Selanjutnya, Yusuf al-

QSH

aradhawi mendefinisikan magashid al-syari’ah sebagai tujuan yang menjadi

nesy

target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan
manusia baik berupa perintah, larangan dan mubah untuk individu, keluarga,
jamaah dan umat atau juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan
ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Setiap hukum yang

disyariatkan kepada tiap hambanya pasti ada kandungan hikmahnya, yaitu tujuan

B1S

uhur di balik kandungan hukum tersebut.**® Magashid al-syari‘ah di kalangan

1S] @

lama usul fikih disebut sebagai asrar al-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang

terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’, berupa kemaslahatan bagi

Jrure

n

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, Imam al-Ghazali dan al-

ISIQAIU

qSyathibi merinci 5 (lima) unsur pokok yang menjadi tujuan syari’at yaitu

(0]

@emeliharaan agama (din), nyawa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl) dan harta
=

g(mal). Menurut al-Ghazali, tujuan utama syari’ah adalah untuk melayani

14 Ghofar Shiddig, Teori Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Islam, (Jakarta : Sulthan
gung, 2009), him. 119

115 \Wahbah az-Zuhaili, Ushul Figh al-Islami, (Bairut : Daarul al-Fikr, 1986), him. 1017

18 yusuf al-Qaradhawi, Figh Magashid Syari’ah, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007),

nELy WIsey| Juredg

him. 7
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%eH ®

epentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang

édID

engancam eksistensinya.**’
Secara etimologi, maqgashid al-syari’ah merupakan istilah gabungan dari dua
ata, yaitu magashid dan syaria’h. Selanjutnya, magashid adalah bentuk plural

d118

ari kata magshad, gashd, magshid, atau qushud™" yang merupakan derivasi dari

ata kerja gashada yaqgshidu yang memiliki beragam makna seperti menuju suatu

d Bdsng NIQ-A![Iw e

aarah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas,** jalan lurus, tengah-
c

tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan, makna-makna tersebut dapat
dijumpai dalam penggunaan kata gashada dan derivasinya dalam al-Qur’an.
Sementara itu syari’ah secara etimologis bermakna jalan menuju mata air,'?
dalam terminologi figh berarti hukum-hukum yang disyari’atkan oleh Allah SWT
untuk hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun sunnah
Efua)Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi,
alam definisi yang lebih singkat al-Raisuni menyatakan bahwa syari’at
ermakna sejumlah hukum ‘amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang
erkaitan dengan konsepsi agidah maupun legislasi hukumnya.**

Secara terminologis makna maqashid al-syari’ah selalu mengalami

$,30 Ajrsraprun Jrurefsy a

erkembangan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang

olistik. Pada masa ulama klasik sebelum al-Syathibi, belum ditemukan definisi

17 Umar Chapra, The Islamic : Vision of Development in The Light of Magashid al-
hariah (ID8, 2008), him. 4

118 Hisyam bin Said Azhar, Maqashid al-Syari’ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruhu
i al-Tasarrufat al-Maliyyah, (Riyad : Maktabah al-Rusyd, 2010), him. 23

9 Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi al-Mugri’, al-Misbah al-Munir fi Gharib
I-Syarh al-Kabir li al-Rafi’i, (Bairut : Maktabah Lubnan, 1987), him.192

120 Manna’ al-Qathan, Tarikh Tasyri’al-lslami, (Kairo : Maktabah Wahbah, 2010), him.

b JueAg ugin

in l'lEg}H urise
w

12! Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhith, (Bairut : Muassasah al-Risalah, 1987), him. 396
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ABH O

ang konkret dan komprehensif tentang magashid al-syari’ah, definisi mereka

gdlo

enderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan
aknanya, al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi
engartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samargandi menyamakannya

engan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib

gsn%_NI%H!IéLU e

endefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat, dari

efinisi yang bervariasi tersebut mengindikasikan kaitan erat magashid al-

ngjy e

syari’ah dengan hikmah, ‘l/lat, tujuan atau niat dan kemaslahatan. Ibnu Asyur
sebagai seorang pengusung magashid al-syari’ah sebagai sebuah cabang ilmu
pengetahuan yang independen mendefinisikan maqashid al-syari’ah sebagai
berikut : Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh
syari’ dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya, hal ini tidak hanya berlaku
:;ada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala
:’H-;sifat, tujuan umum, dan makna syari’ah yang terkandung dalam hukum serta
Efnasuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara
gkeseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukumnya.'?® Sementara itu ‘Alal
gal-Fasi mendefinisikan magashid al-syari‘ah dengan ; tujuan dan rahasia yang
iu'aitetapkan pada setiap hukum syari‘at. Sedangkan menurut Ahmad Raisuni adalah
gTujuan yang dijadikan target oleh al-Syari’, untuk kemaslahatan umat manusia.*?*

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan dimuka, dapat dirangkai

ebuah definisi dan pengertian yang utuh tentang magashid al-syari‘ah (al-

eIy WIsey juedg

122 Muhammad Aziz, Metode Identifikasi Magashid al-Shariah Muhammad Tahir bin
EAshur Jurnal Studi Keislaman 1, no, 1 (2014), him. 217

123 Alal al-Fasi, Maqashid al-Syari’ah al-lslamiyah wa Makarimaha, (Bairut : Daar al-
Gharab al-Islami, 1993), him. 7
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slamiyyah) sehingga menjadi konsep yang sempurna, yaitu : sebuah ilmu yang di

JABH @

§dalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh al-syari' dari

|2

ipentasyri'an hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhlug, baik

o
cketika di dunia maupun di akhirat. Sebagian ulama’ menyebutkan, bahwa prinsip-

=

oprinsip dalam magashid al-syari’ah mulai muncul sejak Al-Juwaini mengagas
=

:ﬁistilah-istilah baru dalam ushul figh semisal : al-kulliyyat (umum), al-mashalih al-
gammah (kemaslahatan umum), al-istishlah (upaya menemukan kemaslahatan)
c
dan sebagainya. Selain itu, Al-Juwaini juga sebagai ulama yang pertama membagi
konsep “kemaslahatan” menjadi tiga : al-dlaruriyyat (primer), al-hajiyyat
(sekunder) dan al-tahsiniyyat (tersier). Di tangan beliau inilah lahir kaidah : al-
hajah al-‘ammah tanzilu manzilah al-dlarurah al-khamsah (kebutuhan yang
bersifat umum menempati posisi lima kemaslahatan primer).*?*
Al Syatibi, dalam al-muwafaqat, kitab yang merupakan magnum opusnya di
idang magashid al-syari’ah, membagi kategori maqgashid menjadi dua hal pokok

gashd al-syari’ (maksud dari Syari’ Allah SWT dan Rasul-Nya) dan gashd al-

uﬂ_DImB&SI 2}elg

I

ukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklif). Qashdu Syari’ dibagi

enjadi empat bagian, yaitu :'%

&élsxa%

Pertama, Qasdhd al-Syari’ fi wadh’i al-Syari’ah (maksud syari’ dalam

uegiing jo

menurunkan syari’at). Menurut al-Syathibi syari’at yang diturunkan oleh Syari’

A4S

dalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat.

emaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu

1y wisexy yu

124 Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqashid al-Syari’ah dalam Produk Perbankan Syariah
Ijtimaiyyah, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 7, no.1 (2014), him. 45
125 Al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al-Figh, (Kairo : Mustafa Muhammad,t.th), him. 2-

neil

3
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haruriat (primer), haajiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Untuk yang

1o deH ©

ertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia.

eperti beragama, makan, minum, nikah, belajar dan lain-lainnya, yang

o e

erangkum dalam 5 bagian : hifdzu al-din (agama), al-nafs (jiwa), an-nasl

keturunan), al-mal (harta) dan al-agl (akal).'”® Sedangkan cara untuk

S NI

egsn

elestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu : hifdzuha min nahiyah al-wujud

(menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan hifdzuha min

nery

nahiyah al-adam (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai
contoh untuk menjaga agama, Kita harus beragama dan melaksanakan ibadah
shalat, zakat dan sebagainya. Dan untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan
berjihad, memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal bid ah.

Sementara untuk maslahat haajiyat adalah sesuatu yang sebaiknya untuk

enghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama’ dan gashar

451 91835

agi musafir. Sedangkan maslahah tahsinah adalah sesuatu yang sebaiknya ada

&IUJE'

demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan

ATupn

menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan
masyaqgah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak

enurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat dan

ue”n%:}o 1{%1813

menghilangkan najis.
Kedua, Qasdhd al-Syari’ fi wadh’i al-Syari’ah li al-lfham (tujuan syari’

alam menurun kan syari ‘at supaya bisa dipahami). Yaitu untuk dapat memahami

wisey jrredg

maksud syari’at harus terlebih dahulu menguasai bahasa Arab, sebagai bahasa

nery

126 Ahmad Soni Irawan, Maqashid al-Shari’ah Jasser Auda Sebagai Kajian al-Ternatif
Terhadap Permasalahan Kontemporer, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law,
Vol, 3, No.1 April 2022, him. 43
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iturunkannya syari’at. Disisi lain, syari’at ini mempunyai karakter ummiah

0 4BH @

1?slehingga dapat dipahami secara sederhana oleh tiap orang dan tidak terlalu
job)

%nembutuhkan kemampuan khusus seperti penguasaan matematika, fisika atau

!

S
)
o
S

Ketiga, Qasdhd al-Syari’ fi wadh’i al-Syari’ah li al-taklif bimugtadhoha.

ésnS NI

ngjy e

aksud dari Syari’ dalam menurunkan syari’at untuk dilaksanakan sesuai dengan
ermintaan syari’. Untuk itu Syari’ tidak pernah menetapkan syari at di atas kadar
kemampuan manusia. Sedangkan taklif yang terdapat kesulitan di dalamnya, al-
Syathibi cenderung berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan syari’ menetapkan
syari’at bukan untuk menciptakan kesulitan itu sendiri, melainkan untuk manfaat
lebih besar yang ada dibalik kesulitan itu. Sebagaimana misal perintah untuk

mengeluarkan sebagian harta (zakat). Tujuan utama dari syari’at ini bukanlah

:;ntuk mengurangi harta manusia, melainkan untuk menciptakan keadilan sosial
:’:dan menumbuhkan sikap empati sesama manusia.

% Keempat, Qashd al-syari’ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari’ah. Inti
§<dari pembahasan ini adalah tujuan syari’ agar bagaimana menarik manusia itu
%‘*nasuk kepada syari’at, supaya terhindar dari perbuatan menuruti hawa nafsu,

A

ehingga bisa menjadi hamba Allah SWT vyang ikhtiyaran (bebas melakukan

$30

ilihan), dan bukan karena idhtiraran (terpaksa). Sedangkan untuk kategori kedua

asd al-mukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklif). la menjelaskan

ahwa perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari’, dalam

rtian apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan syari’at maka

neryursey JugAg upin
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©

7y

O:qf)erbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah SWT. Adapun perkembangan
g.larurlyyat sampai era modern adalah sebagai berikut :

i 1) Dari hifdhu al-din muncul kaféalah al-hurriyyah al-diniyyah (jaminan
g kebebasan beragama), berpijak pada ayat la ikraha fi ad-din.

; 2) Dari hifdhu al-‘agl muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan
:T berfikir (hurriyyah al-fikr).

§ 3) Dari hifdhu al-nafs wa al-‘ardl muncul hifdhu al-hugdq al-insén
c

(melindungi hak-hak manusia) dan hifdhu al-karamah albasyariyyah
(melindungi kemuliaan kemanusiaan).

4) Dari hifdhu al-mal muncul al-tanmiyyah al-igtishadiyyah (pengembangan
ekonomi) yang melahirkan Sistem Ekonomi Islam.

5) Dari hifdhu al-nasl muncul bina’ al-usrah al-shalihah (membangun

%: keluarga salihah).

g- Dalam pemikiran ushul figh terdapat 3 (tiga) cara menentukan legalitas
?Gnmaslahat yang sekaligus membagi maslahat kepada 3 (tiga) macam yaitu :*

2‘ Pertama, maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash,
gbalk al-Qur’an maupun hadits, misalnya dalam surat al-Bagarah ayat 275 :

Q

R4 alis Syl ; dk_..J\ i (el a3k WS ) O3k ¥\ O3IST Sl
% ey ol ed gl éj.;g & by J,\ D e A G336
§; O g o« )L..h W\_uju 3 1as w\g\ 515 awwkspu
2

=“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

%)erdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

ner

127 psafri Jaya Bakri, Magashid Syari’ah Menurut Al-Syatiby, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, t.th), him. 144
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©
il

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah SWT
“telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah
“sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
iriba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
=dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

cMaka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Kedua, maslahat yang ditolak legalitasnya oleh (al-maslahah mulghah).

eysns N

rtinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi

ntg_a

ertentangan dengan al-syari’ seperti yang ditunjukkan oleh nash di atas. Maka
alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan. Misalnya,
pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam ayat al-Qur’an. Dan karena
mereka menjalankan riba, padahal mereka sungguh telah dilarang darinya, dan
karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil), dan kami

sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka adzab yang pedih”.

%: Ketiga, maslahah yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap
:’:keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (maslahah almursalah). Artinya
?ér'naslahah yang tidak diperintahkan di dalam al-Qur’an dan hadits akan tetapi
gﬁdak bertentangan dengan keduanya. Misalnya, pendirian bank syariah sebagai
%embaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam al-

ur’an atau hadits tidak ada perintah untuk mendirikan lembaga keberadaannya

IngJo

Etidak di larangan oleh al-Qur’an atau hadits. Disamping itu, keberadaan lembaga
9 2]
ﬁperbankan membawa atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat

IX

LA I

ersebut tidak bertentangan dengan nash seperti prinsip bagi hasil (akad

IS

udharababh).

nery

a. Fungsi Maqashid Syari’ah
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ungsi sebagai berikut :

82

Agustianto Mingka menjelaskan bahwa maqashid syari’ah memiliki 3 (tiga)

.128

1. Sebagai dasar tasyri’

Semua syari’ah yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW
bertujuan untuk mewujudkan maslahah pada hamba-Nya serta juga
menolak mudarat. Baik itu diketahui secara langsung ataupun tidak. Maka
semua perintah dan larangan dalam al-Qur’an dan hadis dasarnya adalah
maqashid syari’ah, seperti larangan riba, larangan bai al-Inah, larangan

mengkonsumsi miras dan memperdagangkannya.

2. Sebagai alat bantu penafsiran dalil-dalil

Maslahah dapat dibantu menafsirkan dan mengambil kesimpulan tentang
hikmah yang terkandung dari al-Qur’an dan sunnah, seperti ketika
memahami hadis tentang larangan ta ’sir. Dimasa Nabi Muhammad SAW,
ta’sir dilarang, namun Kketika terjadi perubahan perilaku ekonomi
masyarakat, Umar bin Khattab membolehkan bahkan melakukan za ’sir.
Sebagai dalil dan sumber hukum

Maslahah dapat menjadi dalil syar’i ketika tidak ada nash yang bisa
menjadi sumber hukum, seperti semua keputusan ijtihad dan fatwa harus
menjadikan magqashid syari’ah sebagai dasarnya. Ulama membolehkan

agunan dalam pembiayaan, memilih sistem net revency sharing dalam

nery wisey JireAg uelng jo AJISIdAIU) dJTWER[S] 3)BIG

128 Agustianto Mingka, Magashid Syari’ah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah,

(Ciputat : Igtishad Publishing, 2013), him. 34
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bagi hasil, mengharuskan nasabah pembiayaan di Bank menggunakan
asuransi jiwa, membolehkan headging untuk lindung nilai dasar atas
aktiva bisnis ril, semuanya didasarkan kepada maqashid syari’ah.
b. Maksud dan Tujuan Syari’ah
Dalam syari’ah ada beberapa maksud dan tujuan dalam pelaksanaannya. Para
lama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari’ah pasti memiliki

lasan (‘illaf) dan tujuan (magashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya

Neyy BYSNS NN Y!1w e1dio ey o

adalah untuk membangun dan menjaga maslahah manusia.***Menurut Jasser
Auda menyebutkan syari’ah adalah suatu kebajikan (hikmah) dan tercapainya
perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syari’ah
merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi,
setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian
:;engan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan
:’:adalah aturan yang tidak mengikuti syari’ah, meskipun hal itu diklaim suatu
2|'nterprestasi yang benar,*®

c. Hakikat Magqashid Syari’ah

Menurut al-Syatibi, penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil

I-Qur’an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-Qawaid al-Kulliyat

alam penetapan al-Kulliyat al-Khams, ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar

S up}[ng Jo AJISIdATU[)

ada umumnya adalah ayat-ayat Makiyah yang tidak dinasakh dan ayat-ayat

adaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah

u ]SE’% Jix

29 Allah Maha Kaya, Ketika hamba-Nya beribadah kepada Allah SWT maka itu tidak
;akan memberikan keuntungan bagi Allah SWT. Dan ketika hamba-Nya berbuat maksiat, maka hal
Situ juga tidak akan merugikan Allah SWT. Lihat surat an-Naml ayat 40.
130 Jasser Auda, Magashid al-Syari’ah as Philosopy of Islamic Law: A System Approach,
(London : The International Institute of Islamic, 2001), him. xxii
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JeH O

yat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan berzina dan

1di19o

arangan memakan harta orang lain secara tidak benar. la setelah mengadakan

enelitian secara seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang

@il e

igunakan untuk menetapkan al-Kulliyat al-Khams termasuk dalil yang gath’i,

aka ia juga dapat dikelompokkan sebagai gath’i. Agaknya, yang dimaksud

Sﬂ%[\“

engan istilah gath i oleh al-Syatibi adalah bahwa al-Kulliyat al-Khams, dari segi

¥ ey

fandasan hukum, dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu ia dapat

nel

dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.***

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur pokok diatas dibedakan
menjadi tiga peringkat, daruriyyat, hajiyyat dan tahshiniyyat.**> Pengelompokan
ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini
akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada ada masing-

asing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat

i

aruriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat hajiyyat, kemudian

disusul oleh tahshiniyyat. Namun, dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat

NQrweLsy

ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat

JAIU

pertama.
a). Kebutuhan Primer/Dharury

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan

2AG uejIng jo Ayrsa

manu3|a atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan

31 panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi), (Jakarta : Sinar Grafika
), him. 121
132 gatria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta : Kencana, 2024), him. 233. Lihat juga Adnan
=Bayu Wicaksono, Winning Son Ashari, Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Magqashid Syari’ah, Jurnal Rayah al-
Islam, vol.8 No.3 Agustus 2024 him. 888

UIrsey Jirx
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133

ABH @

ersebut.”™ Kebutuhan yang bersifat primer ini adalah Ushul Figh disebut dengan

kdID

ebutuhan dharury. Ada 5 (lima) hal yang harus ada pada manusia sebagai citri
tau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah
gama, jiwa, akal, harta dan keturunan (harga diri).”** Kelima hal ini disebut
engan dharuriyyat yang lima. Kelima dharuriyyat adalah hal yang mutlak harus

da pada manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala

upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang

Nejy BYSNg NIQ MW e

melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari

kelima dharuriyyat yang kelima itu, Segala perbuatan yang dapat mewujudkan

atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dari karenanya harus

dikerjakannya. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai

unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi.

Contoh kebutuhan primer/dharury adalah :

1. Agama : perlindungan terhadap agama, seperti keharusan beriman dan
melaksanakan ibadah, contohnya shalat, puasa dan menjaga agidah.

2. Jiwa : perlindungan terhadap nyawa, contohnya larangan membunuh dan
kewajiban menjaga kesehatan.

3. Akal : perlindungan terhadap akal, contohnya larangan minum alkohol
dan obat-obatan yang merusak akal.

4. Keturunan : perlindungan terhadap keturunan, contohnya adanya

pernikahan yang sah dan larangan zina.

eIy wiIsey JureAg uelng jo A}ISIdAIU) dTWER[S] 3)BIG

133 Dharuriyyah adalah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan mengahncurkan

=kehidupan secara total. Lihat Muhaini, Pengantar Studi Islam, (Banda Aceh : Yayasan Pena,
2013), him. 14

134 Satria Effendi, op,cit, him. 234
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©

>

=~ 5. Harta : perlindungan terhadap harta, contohnya larangan mencuri dan
o

g keharusan menjaga hak milik orang lain.

i Dalam perspektif Hukum Islam, kebutuhan dharury yang meliputi pangan,
gandang dan papan adalah bagian dari pemenuhan tujuan utama syari’at
c:;Z{maqashid syari’ah) yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup manusia secara
%isik dan sosial.

g b). Kebutuhan Sekunder/Hajiyyat

c

Tujuan tingkatan “sekunder” bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang
dibutuhkan bagi kehidupan manusia tetapi tidak mencapai tingkat dharury.
Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan
meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Maskipun tidak sampai akan
merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan
emudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum syara’ dalam bentuk ini
isebut tingkat hajiyyat.

Tujuan hajiyyat dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada 3 (tiga)

(1 dTuregsy 21e1g

kelompok yaitu :**°

JAIU

1. Hal yang disuruh syara’ melakukannya untuk dapat melaksanakan
kewajiban syara’ secara baik. Hal ini disebut mugaddimah wajib.
Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan
menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah
memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah

berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut

nery wisey JireAg uejpng jo Ajisi

135 Mardani, Ushul Figih, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), him. 337
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ilmu itu dapat diaksanakan diluar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu
berada pada tingkat hajiyyat.

Hal yang dilarang oleh syara’ melakukannya untuk menghindarkan
secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury.
Perbuatan zina berada pada larangan tingat dharury. Namun segala
perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang
untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury.
Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis ditempat sepi)
memang bukan zina dan ttidak akan merusak keturunan. Juga tidak
mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat itu
dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan
yang bersifat dharury. Kepentingan akan adanya tindakan untuk
menjauhi larangan demi berada pada tingkat hajiyyat.

Segala bentuk kemudahan vyang termasuk hukum  rukhsah
(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.
Sebenarnya tidak akan rukhsah pun tidak dihilang satu pun unsur yang
dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan).
Rukhsah itu, berlaku dalam hukum “ibadah” seperti shalat bagi yang
berada dalam perjalanan, dalam “muamalat” seperti bolehnya jual beli
salam (inden), juga dalam “jinayah” seperti adanya maaf untuk
membatalkan pelaksanaan gishas bagi pembunuh, baik diganti dengan

diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.

Contoh kebutuhan sekunder/hajiyyat adalah :
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1. Rukhsah (keringanan) dalam ibadah seperti boleh menggabungkan shalat
saat musafir.

2. Kebutuhan rekreasi seperti hiburan yang tidak melanggar syari’at untuk
menghindari stres.

3. Kebutuhan ekonomi yang lebih luas, seperti memiliki alat transportasi
untuk mempermudah mobilitas.

¢). Kebutuhan Tersier/Tahshiniyyat

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

Kebutuhan tahshiniyyat ini dapat diartikan, sebagaimana diartikan oleh Amir
Syarifuddin, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk jalbu manfaat dan
sebaiknya ditinggalkan untuk daf"u mudarat. Artinya kalua ditinggalkan dalam
bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan agama dan tidak akan
mengurangi keberagamaan itu. Namun lebih baik dilakukan. Umpamanya belajar
~agama di Perguruan Tinggi.

Tiga tingkat sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan urutan

we[s] 3183S

ékepentingan, artinya apabila terjadi benturan antara tingkat dharury dengan
gﬁngkat hajiyyat, maka yang didahulukan adalah tingakt dharury. Contonya,
ESeorang dokter melihat aurat pasiennya perempuan dalam melakukan operasi
;"kelahiran. Melihat aurat adalah terlarang dalam tingkat hajiyyat, sedangkan

gmelakukan operasi dalam menyelamatkan nyawa adalah suruhan dalam tingkat

<

=dharury.™

B

=

7~ Contoh kebutuhan tersier/tahshiniyyah adalah :

7]

=

2

]

= 136 Muhammad Hafis, Jumni Nelli, Hukum Keluarga Islam Indonesia : Konsep Maslahah

Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Sleman : DEEPUBLISH, 2023),
him. 55
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1.Adab dan etika dalam berpakaian, seperti memakai pakaian yang bersih, rapi
dan sesuai dengan norma kesopanan.

2. Keindahan dalam ibadah, seperti memperindah masjid dengan arsitektur
yang menarik tanpa berlebihan.

3. Konsumsi makanan yang baik, seperti memperhatikan estetika penyajian
makanan dana makan dengan tata krama yang baik.

4. Maslahat

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

Maslahat secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang terbentuk dari huruf
sad, lam, dan &a’, kemudian menjadi akar kata al-salah, yang berarti kebaikan
atau manfaat, sautu pekerjaan yang mengandung manfaat,**'baik dari segi lafaz

maupun makna. Kata maslahat adalah bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk

jamaknya adalah al-Masalih.*®®
9]
& Maslahat diambil dari al-Shalah (kebaikan, kegunaan, validitas dan
(g°]
:’-yebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna
8
ééesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.™*
=
g' Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk
1]
42]
~enulis. Maslahat bisa berarti menarik manfaat dan menolak mudarat. Definisi
=]
gnaslahat menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang
(=
Emembawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.'*’
9]
b ]
<%}
-t
=
~
= 37 |bnu Mandzur, Lisan al-Araby, (Bairut : Daar al-Sadier, 1977). Lihat juga Muhammad
§Sa’id Ramadhan al-Buti, Dhawabith al-Maslahat, (Bairut : Dar al-Fikr, 2014), him. 37
- 138 Amir Syarifuddin, Ushul Figih, (Jakarta : Kencana, 2008), him. 354
i 3% Muhammad Murthada al-Zuahidi, Taj al-‘Arus, juz 11, (Mesir : al-Muthba’ah al-

SMunsya’ah Bijamaliyyat, 1306 H), hlm. 183
40 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa’ min ‘ilm al-Ushul,
(Bairut : al-Risalah, 1997), him. 416
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Secara terminologi maslahat dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak

19 3eH @

Smudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam).
job)

iTujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa,
=
cakal, keturunan, dan harta.

=

ointinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ di atas, maka dinamakan
=

w
Zaslahat. Di samping itu untuk menolak segala bentuk mudharat (bahaya) yang

141 Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada

py)
~perkaitan dengan kelima tujuan syara’ tersebut, juga dinamakan maslahat.
=

Al-Ghazali (w. 505 H.) memberikan definisi maslahat dalam kitab al-

)

Mustasyfa maslahat adalah menjaga (segala sesuatu) yang menjadi tujuan syara

dengan cara menolak atau menghindar makhluk (Allah SWT) dari mafsadat.*?
Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat

ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya

9]
ckemudaratan atau kerusakan.'”® Sementara itu, Husen Hamid Hassan

enyebutkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah perbuatan yang

DIU]E‘%SI 3

mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai

Arun

contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang
mengandung maslahat yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia.®
Kemudian Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa maslahat itu berarti

memelihara maksud syara’, yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang

! Al-Buthi, Dhawabith al-Maslahat, op,cit, him. 37
142 Al-Ghazali, al-Mustasyfa’, op,cit, him. 416
143 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Figh, (Baghdad : Daar al-Arabiyah lit-
ﬂlea ah, 1997), him. 236
% Husein Hamid Hasan, Nazhariyat al-Maslahat fi al-Figh al-Islamy, (Kairo : Daar al-
Nadhah al-Arabiyah, 1971), him. 4

eIy wWiIsey JiieAg uring jo &éISIB
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iletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar

145

1d1o yeH @

einginan hawa nafsu manusia belaka.
Selanjutnya, Imam al-Gazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
aslahat ialah memelihara maksud atau tujuan syara’, yaitu meraih kemaslahatan

an menolak kemudlaratan.'*® Menurut al-Syatibi, yang dimaksud dengan al-

JSNS NIGA!IWE

ngjy e

aslahat adalah sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba,
alam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang bukan
didasarkan pada kondisi tertentu pada penemuan akal secara mandiri. Apabila
syara’ memberikan pengakuan terhadapnya bahwa menolaknya, maka kaum
muslimin sepakat menolaknya sebagai kesepakatan.'*’

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H.) definisi yang dijelaskan oleh para
ulama usul tentang maslahat seirama dalam makna, oleh karena itu, Wahbah al-
Eua)ZuhaiIi mencoba untuk memberikan definisi tersendiri, maslahat mursalah adalah
ifat-sifat yang relevan dengan tatanan syara’ dan tujuannya akan tetapi dalil tidak

ecara tegas menentukan baik menerima atau menolak dan dihasilkan dari korelasi

NRTWEJST @

hukum dengan syari ‘at mendatangngkan manfaat dan menolak kerusakan.**®

JAIU

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang perlu

g jo A3181

iperhatikan. Dari segi eksistensi maslahat dan hubungannya dengan nash. Segi

uein

ni, kemudian, melahirkan prinsip yang sangat fundamental dalam melihat

1pAg

ksistensi maslahat dan hubungannya dengan nash. Prinsip fundamental ini

%% Jalaluddin Abd. Rahman, al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi Tasyri’, cet 1,
Mesir : Mathba’ah al-Sa’adah, 1983), him. 13

146 Al-Ghazali, op,cit, him. 250

Y7 Abu Ishaq al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’yyah, jilid 11, (Bairut : al-
Maktabah al-Asriyyah, 2002), him. 23
148 Wahbah al-Zuhaili, op,cit, him. 37

nenguisey
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dalah apakah sesuatu yang disebut maslahat itu diakui atau ditolak oleh nash dan

tau sesuatu yang didiamkan, substantif sejalan dengan tujuan disyari’atkannya

L eypdio yeH @

hukum.
Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan
ang hendak dicapai maslahat itu terbagi 2 (dua) :**°

a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia untuk hidup di dunia, maupun

manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat

nely exsng NIN A

dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada
pula yang manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan
dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.

b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia maupun untuk
kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu
melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada
pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan
sebelumnya dirasakan enaknya, seperti berzina dengan pelacur yang
berpenyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam

enetapa hukum itu, maslahat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:
a. Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah
harus percaya kepada Allah SWT yang menciptakannya, menjaga, dan
mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal

vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.

nery wisey| jiredg uejng o AJIs1dArup) drwe[sy ajeis

149 Ibid, him. 37
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. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau atau jiwa itu

merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini
bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistesi dan
ditingkatkan kualitasnya.

Memelihara akal akal merupakan unsur yang sangat penting bagi
kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat
manusia dari makhluk Allah SWT yang lainnya. Oleh karena itu Allah

SWT menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.

d. Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah

keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah
atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu
berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud
dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia
dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini
adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk
memelihara keluarga yang sahih itu Allah SWT menghendaki manusia
itu melakukan perkawinan.

Memelihara harta harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan
manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup.
Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa’ah Allah SWT menyuruh

mewujudkan dan memelihara harta itu. Sebaliknya dalam rangka daf"u
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mudharrah Allah SWT melarang merusak harta dan mengambil harta
orang lain secara tidak hak.*
a. Urgensi Maslahat
Dengan semakin derasnya laju perkembangan zaman, suatu perubahan tidak

apat dibendung lagi. Namun, pengawalan perubahan oleh hukum perlu

SN NIN!Iw eydioyeq @

nejy e

ilakukan. Hal ini dilakukan agar perubahan yang terjadi tidak keluar dari rel yang
elah ditentukan oleh Islam. Islam adalah agama yang bersifat universal untuk
segala waktu, tempat dan kondisi ; ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi
umat manusia dalam kehidupan ini. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan
keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam keseluruhan
aspeknya baik yang bersifat individual atau kolektif. Karena karakteristik yang
serba mencakup ini, Hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan

9]
SHukum Islam bahkan para pengamat barat adalah mustahil memahami Islam

5
==gtanpa memahami Hukum Islam.

E Hukum Islam, dengan sifatnya yang serba mencakup ini diyakini dapat
gfnemberikan pemecahan terhadap problem-problem baru yang dihadapi
gdmsyarakat. Jadi, perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap
iu'berkembangan Hukum Islam.’*

g Dalam Islam, terdapat sumber utama Hukum Islam, yaitu al- Qur’an. Al-
gQur’an sebagai sumber utama dan utama Hukum Islam, di samping mengandung
%ukum-hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga
®

5;nengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan

nery

9 1bid, him. 238
151 Muhammad Igbal, The Recotruction of Relegion Thouth in Islam, (New Delhi : Kitab
Bhavan, 1981), him. 148
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©
o
c‘::Jmempunyai potensi untuk berkembang. Ayat-ayat hukum yang menyangkut
(@]
Cibadat, pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja dalam al-Qur’an. Namun,
job)
=)

—ayat-ayat tentang ibadat itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara dan

~

ctengkap yang dapat dilihat dalam Sunnahnya. Sedangkan dalam bidang muamalat

Z

ofbidang kemasyarakatan) dan hal ini yang terbanyak jumlahnya, hanya sebagian
=
w

Zkecil yang hukumnya disebutkan dalam al- Qur’an secara tegas dan rinci
?kebanyakan berupa hal-hal yang umum, terbuka, dapat menerima berbagai
c

penafsiran, berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih
memerlukan aturan tambahan. Di samping itu, dalam ayat-ayat hukum di bidang
muamalat itu, pada umumnya disebutkan atau diisyaratkan hikmah, manfaat dan
‘illat hukumnya, sehingga terbuka peluang mengembangkan hukumnya lewat
berbagai metode.™? Ijtihad sebagai jawaban kepada seseorang yang bertanya akan

9]
Ssuatu masalah khususnya masalah-masalah hukum adalah salah satu upaya

I°

w

—pengawalan yang dilakukan oleh para ulama, fatwa bisa berupa pernyataanyang

m

~menerima atau menolak adanya suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum.

=
EBiIa suatu hukum itu telah nyata-nyata ada dalam nash, maka tidak ada lain

ISI

~kecuali mengikutinya. Namun jika ketentuan itu tidak ada secara tegas atau

]

Q

Jbahkan tidak ada dalam nash, maka upaya ijtihad perlu dilakukan.

=

‘E Jumhur ulama berpendapat bahwa maslahat Aujjah syara’ yang dipakai
9 2]

Esebagai landasan penetapan hukum. Apabila suatu kejadian tidak ada hukumnya
~

+%]

2.

; 52 Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat hukum dalam bidang muamalat berkisar

santara 230 sampai dengan 250 ayat saja. Sedangkan jumlah ayat al-Qur’an seluruhnya lebih dari

6000 ayat, jadi ayat hukum dalam al-Qur’an sekitar 3-4 % saja dari seluruh ayat al-Qur’an. Lihat
Abdul Wahab Khallaf, ‘ilmu Ushul Figh, (Jakarta : al-Majelis al-‘ala al-Indonesiaal-Da’wat al-
Islamiyah, 1972), him. 22
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alam nash, hadis, ijma’ dan giyas. Maka dengan ini maslahat ditetapkan sebagai

dio yeH ©

ukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.

Mazhab Maliki yang merupakan pembawa bendera maslahat mengemukakan,

QAW e

etidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa maslahat tersebut dijadikan sebagai
ujjah dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut :
a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahat di antarannya :

Sahabat mengumpulkan al-Qur’an ke dalam beberapa mushaf dengan alasan

nelry eysng N|

menjaga al-Qur’an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. Al-
Khulafa al-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada
para tukang. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka didasarkan atas
kepercayaan (amanah). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan
tidak memenuhi kewajibannya. Umar bin Khattab memerintahkan para
penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi
dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya Umar Bin Khattab sengaja
menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada
mereka yang mencampur susu dengan air para sahabat menetapkan hukuman
mati kepada semua anggota kelompok (jamaah) karena membunuh satu orang
secara bersama-sama.

b. Adanya maslahat sesuai dengan maqasid al-syar’iah (tujuan-tujuan syar’i)
artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan

maqasid al-syari.

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG
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c. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung
maslahah selama berada dalam konteks maslahat syar’iyyah, maka orang-
orang mukallaf akan mengalami kesulitan dankesempitan.**®

Menurut Imam Syatibi, maslahat bisa dipandang valid dalam syari’ah

SININYIw eydio yeq @

mu 'tabarah) selama ia tidak bertentangan dengan maqasid Syari’ah yaitu
emelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu argumen yang

emperkuat pendapat Imam Syatibi ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa

n%‘!&] egsn

syari’at Allah SWT diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini
memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh
syari’at mempunyai nilai maslahat. Maslahat dalam kaitan ini sudah barang tentu
bukan maslahat mutlaq yang memasukkan pengertian maslahat menurut filosof,
sebab maslahat menurut versi mereka hanya terbatas pada dimensi material dan
:;enderung bersifat duniawi (worldly concerns). Maslahat dalam kaca mata
gsyari ‘at adalah maslahat yang bukan berdimensi material dan duniawi saja, tetapi
%uga berdimensi spiritual dan concern dengan masalah-masalah ukhrawi. Menurut
§Syﬁtibi, menawarkan beberapa syarat untuk dapat melonggarkan perkara dan tidak
menyempitkan, yaitu :

1) Maslahat itu sesuai dengan maksud syara’, sehingga tidak akan terjadi

pertentangan antara maslahat dan dalil-dalil Hukum Islam.

2) Maslahat itu memang masuk akal, sehingga apabila dihadapkan dengan

orang yang punya nalar tinggi, ia akan menerimanya.

nery wisey JireAg uejpng jo 1%191

153 Amir Syarifuddin, op,cit, him. 358
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3) Hasil penerapan maslahat itu akan dapat menghilangkan kesempitan atau

kepicikan, yang memang tidak diinginkan oleh syara’.**

Said Ramadan al-Buthi, menjelaskan dengan panjang lebar kriteria maslahat
enurut syari’ah. Beliau menyimpulkan bahwa maslahat mempunyai 3 (tiga)
riteria :

a. Maslahat harus mengandung dua dimensi masa, yaitu dunia dan akhirat.

Dalam istilah singkatnya bisa disebut sebagai maslahat yang berwawasan
dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kehidupan
akhirat dipandang absurd atau kadang-kadang dipahamisebagai kehidupan
yang fatamorganik. Untuk itu mereka sering mengabaikan maslahat yang
bersifat ukhrawi. Bagi orang-orang yang beriman, kehidupan akhirat
dipandang sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia. Karenanya mereka
meyakini adanya maslahat atau manfaat yang bersifat ukhrawi,

sebagaimana halnya mereka merasakan maslahat duniawi.

. Maslahat tidak hanya terbatas pada sisi dan norma material semata, tetapi

juga harus mengandung norma spiritual agar maslahat tersebut bisa
memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagian Filosof menentang
adanya maslahat rohaniah (yang bersifat spiritual). Karena maslahat
rohani menurut pandangan mereka akan terwujud dengan sendirinya jika
kebutuhan jasmani terpenuhi. Kebanyakan filosof tidak mempercayai
maslahat yang bersifat spiritual ini. Karena itu setiap maslahat atau

manfaat yang tidak bisa dinikmati secara material tidaklah disebut sebagai

>4 Abu Ishag lbrahim Ibnu Musa al-Syatibi, op,cit, him. 147
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maslahat . Sejak jaman dulu semua orang mengerti bahwa riba itu tidak
dilegalkan oleh agama. Tapi setelah mereka tahu bahwa ternyata riba
mendatangkan keuntungan (kemaslahatan material), maka akhirnya
mereka membolehkan riba untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang

bersifat material. Hal itu dikuatkan oleh analisa para ekonom.

c. Norma maslahat yang ditetapkan oleh agama merupakan dasar pijakan bagi

maslahat -maslahat lainnya. Semua maslahat harus menginduk pada
norma agama. Dan apabila pertentangan antara suatu kemaslahatan (baca:
maslahat yang mutlak) dengan kemaslahatan agama, maka maslahat
agama harus didahulukan demi menjaga dan melestarikan eksistensi
agama. Pertentangan dimaksud tentunya berupa pertentangan antar norma.
Norma atau nilai yang terdapat dalam maslahat agama berorentasi pada
pandangan-pandangan yang telah digariskan oleh Al-Qur’an dan Sunah
Nabi Muhammad SAW. Sedang norma kemaslahatan non agama tentu

terlepas dari pandangan-pandangan keagamaan.'*®

Para ahli ushul fikih membagi maslahat menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
aslahah mu'tabarah, maslahah mulghah dan maslahah mursalah. Maslahat
u'tabarah adalah maslahat yang terdapat pada hukum yang ditetapkan oleh
ash, seperti maslahat pada hukum gishas. Hukum ini ditetapkan oleh surat al-
Bagarah ayat 178 dan 179. Hikmah dari maslahat yang ditimbulkan oleh gishas
alah melestarikan hidup manusia. Begitu juga maslahat yang terdapat pada

ukum potong tangan pencuri dan maslahat yang ada pada hukum Had al-gazaf

15> Ramadhan al-Buthi, op,cit, him. 248
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hukuman seseorang yang menuduh berzina). Semua maslahat ini telah

QDAEBH @

diterangkan dalam nash al-Qur’an. Jadi, memotong tangan pencuri itu sendiri

|2

%nerupakan maslahat dan ia disebut maslahat mu'tabarah karena maslahat itu

~

cbersumber dari syari’ah. Sedangkan maslahah mulghas adalah maslahat yang

-
oflianggap invalid oleh syari’ah atau dengan kata lain bahwa maslahat itu
=

%nerupakan maslahat yang keberadaanya diingkari oleh syariah, seperti maslahat
gina. Kenikmatan yang didapat dari zina, secara material bisa disebut maslahah
c

tetapi ia dibatalkan oleh syariah melalui nash-nash yang ada. Demikian juga
maslahat riba, minum arak, dan lain sebagainya.’**Adapun maslahat mursalah
lalah maslahat yang keberadaanya secara langsung tidak ditetapkan oleh nash
tetapi sekaligus juga tidak ada nash yang dengan jelas membatalkannya. Seperti
keharusan untuk membuat akte nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad
ikah. Karena tanpa akte nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan
erhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini

isebut maslahat mursalah. Contoh lain ialah pengumpulan al-Qur’an oleh Abu

w

akar yang kemudian dibukukan oleh penerusnya, Utsman Ibn Affan.

Di antara ketiga maslahat ini hanya maslahat mu'tabarah saja yang
isepakati ulama sebagai maslahat yang dapat dipakai untuk menetapkan suatu
ukum. Sedangkan dalam maslahat mursalah, para ulama terbagi dalam 3 (tiga)

olongan. Golongan pertama berpendapat bahwa maslahat mursalah tidak boleh

Jupdg uping yo Ajrs1aAru Jrurelsy 2181S

=1

enjadi dalil (argumentasi) suatu hukum, tapi memasukkannya dalam bagian

ISE

iyas, yaitu fugaha Hanafiyah, dan Syafi’iyah, tidak menjadikan maslahat sebagai

nery u

156 |bid, him. 248
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etode istinbat hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi memasukkannya sebagai

lagian dari giyas. Dalam arti, jika maslahat tidak didukung oleh nash yang bisa

EdID

ijadikan referensi, maka maslahat tersebut diabaikan (mulghah) tidak dapat

LU e

ipertimbangkan sebagai dalil dalam istinbath hukum. Mereka tidak menjadikan

§ NI

aslahat sebagai metode istinbath hukum kecuali jika ada dalil tekstuan

ndividual (nash) sebagai bukti yang mendukungnya. Jika tidak ada dalil tekstual

Y BYysn

individual baik yang mendukung maupun yang menolaknya, maka kelompok ini

nej

menolak maslahat. Golongan kedua berpendapat bahwa maslahat mursalah boleh
dijadikan dalil suatu hukum, meskipun tidak ada dalil individual sebagai bukti
yang mendukungnya. Namun mereka menempatkan maslahat di atas kedudukan
nash, mereka tidak mendahulukan maslahat di atas satu hadis pun, meski Hadis
Ahad. Bahkan mereka tidak mendahulukan maslahat atas fatwa sahabat, Hadis

ursal maupun Hadis yang tidak punya kapasitas Shahih dan kuat, kelompok ini

J,SI 9]e1g

dalah kelompok Hanabilah. Mereka menempatkan kedudukan maslahat sebagai

JIure

bagian dari qiyas atau setara dengan qiyas. Qiyas tidak memiliki kedudukan

papun ketika ada nash, fatwa sahabat maupun Hadis yang memiliki kapasitas

SIB&IHH

ZShahih. Hal ini karena Ahmad bin Hanbal telah menegaskan bahwa Hadis Da’if
Q
Jebih ia sukai dari pada giyas. Kita sering mendengar kesimpulan para ahli ushul
=
‘Efikih yang mengatakan bahwa setiap hukum pasti akan berujung pada suatu

9 2]
Emaslahat. Hukum memang tidak pernah lepas dari maslahat, tetapi maslahat

Aidaklah merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri. Kedudukan maslahat tidak

)]

iseperti kedudukan al-Qur’an, Sunnah Nabawiyah, ijma’ dan qiyas sebagai dalil

ot

5Emustaqil (berdiri 179 sendiri). Karena maslahat pada dasarnya hanyalah
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erupakan makna umum yang secara implisit berada dibalik hukum-hukum juz iy

Ao 4eH ©

lparsial). Sementara hukum-hukum juz iy itusendiri tidak akan ada tanpa melalui
roses istinbath. Sedangkan yang dimaksud dengan istinbath ialah proses
engambilan hukum dari dalil-dalil syar’i. Maka, secara simpel bisa dikatakan

ahwa maslahat merupakan ekspresi dari hukum dan hukum merupakan ekspresi

ari nash (dalil syara’). Karenanya, wujud dan keberadaan maslahat sangat

¥ BYSNG NIQ AU .

otergantung pada dalil-dalil syara’. Untuk itu maslahat tidak bisa menjadi dasar
c

hukum yang berdiri sendiri sebagaimana halnya dalil syara’ lainnya. Lebih dari
itu, keberadaan maslahat dalam hukum-hukum syari’at itu ditemukan lewat
istigra’ terhadap semua hukum far’iyah. Dari istigra’ tersebut, para ulama
mendapatkan suatu kesimpulan bahwa semua hukum syari’at pasti akan kembali
kepada satu tujuan yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia di dunia dan

9]
=akhirat. Menurut Said Aqil Husin al-Munawar, bahwa kemaslahatan itu dapat

(g°]

:’:dijadikan dalil atau hujjah hukum apabila memberikan manfaat untuk kepentingan
=

é' anusia sesuai dengan kehendak syara’ dan tidak boleh didasarkan kepada
= 157

Ekelngman hawa nafsu.

é‘ b.Magashid Syariah dalam Penetapannya

Q

o Pada awalnya, kajian magasid al syari’ah menjadi kajian dalam penerapan
=

gqiyas, istishlah, atau al-mashlahah al-mursalah, terutama ketika membahas

unasib, ‘illat atau masalik al-‘7/[ah. Ini dapat dilihat dari kitab al-Burhan fi

nery wisey| ;ugﬁg

%7 said Agil al-Munawwar, Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam,
(Malang : Pascasarjana Unisma, 2017), him. 51



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

%

3,
\l'l/'ﬂ

¢

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

103

158

shul al-Figh karya Imam al-Juwaini,”"al-Mustashfa karya Imam al-

159

t%jlo AeH @

hazali,” al-Mu 'tamad karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain.

Magashid syari’ah berperan penting dalam mengistinbathkan hukum

altw e

ontemporer. Hal ini terutama bila peristiwa dimaksud tidak ditemukan dalil

S NI

nash). Allah SWT mensyari’atkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan

E%Sﬂ

amba-Nya. Jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum,

aslahah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian mashlahah dengan

neyy

tujuan hukum. Mashlahah dalam artian munasib itu dari segi pembuatan hukum

(svdri’) memperhatikannya atau tidak, mashlahah terbagi kepada 3 (tiga) macam,

sebagai berikut ;*®°

a. Mashlahat al-Mu tabarah, yaitu mashlahah yang secara tegas diakui
syari’at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk
merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara
agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman gqishash untuk
menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk
memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan
dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

. Mashlahat al-Mulghah yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal
pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan

ketentuan syari’at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian

warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan

158 |mam al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Figh, juz 2, (Kairo : Daar al-Anshor, t.th),

neny wisey jriedAg uejng jo A}ISIaAIU() dDIWR]S] 3}B}§
O

Im. 905
15% |mam al-Ghazali, op,cit, him. 478
160 31-Qathani, op,cit, him. 560
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©
>
o tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari’at, yaitu
o
g surat an-Nisd * ayat 11, yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki
i dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan
g bahwa apa yang dianggap maslahah itu, bukan maslahah di sisi Allah SWT.
; b. Mashlahat al-Mursalah, yaitu mashlahah yang terdapat dalam masalah
:T masalah mu amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada
§ bandingannya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan
c
analogi (giyas). Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-
rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya,
baik dalam al-Qur’an maupun dalam as-Sunnah. Namun, peraturan seperti
itu sejalan dengan tujuan syari’at, yaitu dalam hal ini adalah untuk
memelihara jiwa dan harta."®
%: Magashid syariah sesungguhnya ada untuk mencapai kemaslahatan,
:;(emaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi (w. 790 H) dapat
"zdlbagl kepada 3 (tiga) tingkatan maslahat yaitu : maslahat atau kebutuhan
gdharurlyat maslahat atau kebutuhan hajiyat, dan maslahat atau kebutuhan
gtahsiniyat.
iu'; Imam al-Ghazali ketika membahas bab al-Istishlah membagi maslahat
gnursalah kepada tiga bagian yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat.*®* Zakaria

I Barri membahas hal ini pada bidang al-mashalih al-mursalah, kategori yang

¥ wisey| ;ug,&g

161 satria Effendi, op,cit, him. 149

192 |mam al-Ghazali, op,cit, him 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli,

;antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir, Ushul al-Figh, al-Nahdhah al- ‘limiyyah wa

Satsaruhu fi Ushul al-Figh ,(Tp ; Daar al-salamah, t.th), 107. Nasrun Harun, Ushul Figh 1, (Jakarta
: Logos, 1996), him. 15. Muhammad al-Ma’ruf al-Dawaliby, al-Madkhal ila ‘Ilm Ushul al-Figh,
(TP : Daar al-‘Ilm li al-Malayin, 1965), him. 310.
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©
T
Sditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali dan Syathibi, yaitu
Q
Tdharuriyyat, hajiyyat dan takmiliyat.'®® Sedangkan al-Subki mengikuti kategori
Q
=

Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi, dia membahasnya pada sub bahasan masalik

|- /ilaz.*** Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis maslahah ini pada sub

SNIigA!

ahasan ‘lllat, tepatnya pada sub bahasan “Pembagian ‘Illat Ditinjau dari

agashid”.*® Kategori ini (dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat) dikembangkan

Y eysn

Imam Syathibi dalam konsep magashid syari’ah.**®

nel

Dalam elaborasi magasid, setiap tujuan dapat dijelaskan secara terperinci untuk
memahami bagaimana Hukum Islam melindungi dan mempromosikan aspek-
aspek ini dalam kehidupan individu dan masyarakat. Penerapan dalam konteks
modern magasid al-syari‘ah dapat mencakup aplikasi prinsip-prinsip tersebut
dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan teknologi yang berkembang saat ini.
isalnya, bagaimana maqgasid al-syari'ah dapat diterapkan dalam bidang hak
sasi manusia, keadilan sosial, lingkungan hidup, atau keuangan syariah.

Relevansi dalam pengambilan keputusan, dalam elaborasi magasid al-syari‘ah

un DIUJE'JJSI 9]e1g

I

juga melibatkan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat digunakan

ISIQA

ebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam
=]
skehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana magasid al-syari‘ah memandu dalam
(=

getika bisnis, pemerintahan yang adil atau kebijakan publik yang mengedepankan
9 2]
Ekemaslahatan masyarakat. Keterkaitan dengan praktik ibadah dalam magasid al-

-

Zsyari'ah juga dapat diperluas untuk menjelaskan hubungan antara tujuan-tujuan

I

163 Zakaria al-Barri, Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah, (Kairo : Jami’ah al-Qahirah,
975), him. 114

164 Abdul Wahab Khallaf, op,cit, him. 92

185 Hudhory Beik, op,cit, him. 300

1% Imam Syatibi, op,cit, him. 17

nery wis
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ukum Islam dengan praktik ibadah. Bagaimana pelaksanaan shalat, puasa, zakat,

e

aji, dan ibadah lainnya dapat membantu mencapai tujuan-tujuan magqasid al-

yarl ‘ah dalam membentuk karakter dan kehidupan spiritual individu.

NI B

— Interaksi dengan Sistem Hukum dalam elaborasi magasid al-syari‘ah, penting

NI

cc;untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi dengan sistem
:ﬁ—mkum Islam, seperti figh (hukum Islam yang terperinci). Bagaimana maqgasid al-
gyari'ah mempengaruhi interpretasi dan aplikasi Hukum Islam, serta bagaimana
c

pemahaman tentang maghasid dapat membantu mengatasi ikhtilaf dan perbedaan
pendapat di antara cendekiawan hukum. Dengan melakukan elaborasi magasid al-
syari'ah dalam konteks-konteks tersebut, kita dapat memperdalam pemahaman
tentang prinsip-prinsip utama yang melandasi Hukum Islam dan relevansinya
dalam kehidupan kontemporer.

Menurut para ulama ushul, yang termasuk maslahat atau magashid dharuriyyat

ini ada 5 (lima) yaitu : memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-

E‘_]_SI ajels

nafs), memelihara akal (hifz al-agl), memelihara keturunan (hifz al-nasl/nasab)

Alun) Jru

dan memelihara harta (al-mal). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan

éISIB

memelihara kehormatan (hifz al- ‘Irdh).

1. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan
ahwa Allah  SWT menurunkan hukum-hukum dan taklif untuk menjaga

emaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat.

wrsey Jghg ueng jyo 4

Kehldupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama. Kebutuhan

nery
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anusia terhadap agama mencapai tingkat darurat.’®’ Darurat dalam pengertian

1d19o

'lni lebih kepada perspektif syara’. Artinya, syara’ memandang agama bahwa

kU.IB

ebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan yang mendasar, azazi

tau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari

Q!

ebenaran. Hal ini berbeda misalnya dengan kebutuhan terhadap makan dan

SN NI

3

inum yang juga kebutuhan azazi manusia dan juga bersifat dharuri dari

erspektif manusia. Bila manusia tidak makan dan minum, dapat menyebabkan

ngjy e

kematian. Darurat dalam pengertian kedua ini dapat dilihat dari pengertian yang
diberikan oleh para ahli ushul ketika menjelaskan hukum wadh’i. Kedua
pengertian ini digunakan dalam menganalisa dan menetapkan Hukum Islam. Para
ulama mengemukan contoh dari hifz al-din ini, antara lain : Allah SWT

mensyari’atkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah pokok, seperti iman (rukun

9]
Siman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun Islam) dan
(g°]
:’:sebagainya untuk memelihara agama dari sisi wujud. Abdul Wahab Khalaf
8
~menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi

akwah.®® Demikian juga, dari sisi ‘adam, disyari’atkan hukuman-hukuman

&élsxaéfuﬂ

untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. Perang

isyari’atkan untuk memerangi orang yang menjauhkan manusia dari agama,169

17 Nashr Farid Muhammad Washil, op,cit, him. 162

168 Abdul Wahab Khallaf, op,cit, him. 359

1%9 perang baru disyari’atkan pada periode Madinah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah

ZIslam lebih mengutamakan berbagai metode lainnya. Perang disyari’atkan ketika cara lain tersebut

§t'idak dimungkinkan atau tidak efektif dalam mengantisipasi tantangan dakwah yang ada. Perang

—adalah syari’at yang diturunkan dalam rangka menghindari mafsadat yang jauh lebih bersar, yaitu

shilangnya agama, terhentinya jalan dakwah, terganggunya pengalaman agama, ketika manusia

=diperangi karena agamanya dan sebagainya. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa mewujudkan
maslahah lebih utama dari menghindari mafsadat. Namun ketika kondisi menghendaki terjadinya
perang, maka melarikan diri dari dari perang meruapakn dosa besar. Maka dalam hal ini berlaku

M jiredg uejng jo
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enganggu kemerdekaan agidahnya dan menghukum pelaku murtad yang

eninggalkan agamanya dan berpisah dari jama’ah.lm Islam mensyari’atkan

éLu elsdgo §eH @)

memerangi orang yang merintangi jalannya dakwah Islam, membuat bid ah,
rang membujuk keluar dari Islam (misionaris asing), pelaku bid’ah dan merubah

jaran agama, serta melarang mufti yang tidak bertanggung jawab menghalalkan

S NIgA!

ang haram dalam fatwanya.'™

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta’ati seluruh

nery gysn

perintah Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara
agama (hifz al-din) dari segi wujud. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah
SWT dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan dari
pemeliharaan agama (hifz al-din) dari segi ‘adam.

2. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

9]

&  Salah satu dari unsur al-ushul al-khamsah adalah hifz al-nafs yang secara
(g°]

;-’}harfiah diartikan memelihara jiwa. Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan
8

é&yan‘ ‘at diturunkan Allah SWT adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak
Eh'

E‘S idup

=  Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari‘ar) yang Allah SWT
Q

Lurunkan berkenaan dengan hal ini antara lain : dilarang membunuh tanpa
=

andasan yang benar'”® diwajibkan pelaksanaan hukum gishas (hukuman

ue

aidah “menghindari mafsadat lebih didahulukan dari memperoleh mashlahah”. Maka kaidah
ertama dapat disebut sebagai kaidah asal, sedangkan kaidah yang kedua merupakan kaidah furu’.

7% Nasr Farid Muhammad Wasil, loc,cit, him. 163

'L Abdul wahaf Khallaf, loc,cit, him. 360

172 Ahmad Mursi Husain Jauhar, Magashid Syari’ah, (terj) Hikmawati, (Jakarta : Amzah,
2009), him. 41. Lihat juga Mohammad Dauda Ali, op,cit, him. 63

nenyusey jrredg
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SHEH @

etimpal),!® diyat (denda) dan kafarah (tebusan) bagi pembunuh,*™* dilarang
unuh diri, dilarang membunuh anak karena takut miskin, dalam perang pun

ilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit),

N1 epdio

cwajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka dilarang menganiaya,

=

oflilarang aborsi,*"*dilarang membunuh Kkafir zimmi, dilarang berkelahi atau duel
=
w

Zyang akan mengakibatkan membunuh atau terbunuh,*” dilarang menjerumuskan
2diri ke dalam bahaya atau kebinasaan.
=

Pemahaman terhadap hifz al-nafs sedikit mengalami perkembangan dari
hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya
kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan.'"®
Abdul Wahab Khalaf menambahkan bahwa untuk melindungi jiwa, Islam

mensyari’atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta

9]
®melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna,*’

(g°]

:’-gkewajiban memperoleh sesuatu untuk menegakkan jiwa berupa makanan pokok,
8

émlnuman pakaian dan tempat tinggal.**°

=

g' Tawaran beberapa nilai kemanusiaan universal yang dikemukakan oleh Ibnu
-

42]

ZTaimiyah, Ibnu ‘Asyhur, Yusuf al-Qaradhawi dan lainnya dapat dimasukkan ke
=

o 7% yusuf al-Qaradhawi, Madkhal li Dirasat al-Syari’iyah al-lslamiyah, (Kairo :
EMaktabah Wahab, 2001), him. 73. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, op,cit, him. 51.

3 174 Zakaria al-Baari, op,cit, hIm. 115. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, op,cit, him. 201

= > Abdul Wahab Khallaf, op,cit, him. 226

- 176 Ahmad Mursi al-Husain Jauhar, op,cit, him. 32

» Y7 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung : Pusat Penerbitan LPPM,
:Unlversitas Islam Bandung, 1995), him. 103.

~ ® Pemahaman terhadap magashid syari’ah telah mengalami perkembangan yang cukup

”uislgnlflkan terutama menurut para peneliti magashid kontemporer atau pasca Imam Syatibi.

emikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu ‘Ashur, al-Thufi, al-fasi, al-Qaradhawi termasuk kepada pemikiran
.;5<ontemporer dalam perkembangan teori magashid syari’ah.
1% Sebagian ahli, terutama pemikir klasik memasukkan tuntunan tentang pernikahan
=kepada hifz al-Nasab (memelihara keturunan). Hal ini dapat dilihat dari konsep al-Ushul al-Khams
Imam al-Ghazali, al-Kindi, al-Amidi, al-Razi, lamam al-Syatibi dan lainnya tentang hifz al-Nasl.
180 Abdul Wahab Khallaf, op,cit. him. 227
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©
o
~dlalam kategori ini. Nilai-nilai seperti kemerdekaan, keadilan, kesetaraan

(@]
“Zegaliter), persaudaraan (solidaritas sosial), perdamai dan sebagainya merupakan
job)
%ilai-nilai kemanusiaan yang memiliki referensi yang cukup kuat dalam Islam.

~

cBahkan menurut ulama kontemporer, penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut

NI

ofmerupakan tujuan universal syari‘at 1slam (magashid al- ‘aliyar).*®*

3. Memelihara Akal (Hifz al-‘4ql)

Imam al-Ghazali dan Syathibi ketika membahas kategori ini memberikan

neiy eysn

contoh pemeliharaan akal dengan pengharaman meminum khamar dalam Islam.*®?
Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberikan contoh lain dari pemeliharaan akal,
yaitu; larangan untuk berbuat taklid, memberikan kebebasan berpikir dan
mengharamkan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya.*®

Al-Najjar menjelaskan bahwa akal merupakan bagian dari kekuatan jiwa. la

:;lpisah dalam kategori ini karena akal merupakan kekuatan jiwa yang paling
:’:utama. Karena akal lah manusia disebut sebagai manusia. Akal membedakan
Emanuma dari hewan. Pembahasan mengenai akal dikhususkan di sini karena akal
gmerupakan fokus taklif. Artinya, manusia yang berakal yang dikenai hukum-
ghukum syar’i.

iu? Lebih lanjut, la menjelaskan bahwa pemeliharaan akal meliputi dimensi
gmaterial dan dimensi immaterial. Kebanyak ulama hanya memberikan contoh
9 2]

emellharaan akal dari aspek materinya, yaitu diharamkannya meminum khamar,

ebab khamar akan menghilangkan kesadaran akal. Adapun dari segi immateri

UJ ]SE’&[ Jix

181 gSepagian kalangan menjelaskan bahwa tawaran ini merupakan pengaruh

;ﬂerkembangan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Padahal, tawaran ini telah dikemukakan oleh
Slbnu Taimiyah.

182 |mam al-Ghazali, op,cit, him 482

183 Ahmad Mursi Husain Jauhar, op,cit, him. 94
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maknawi) terdapat beberapa masalik (wasilah) dalam pemeliharaannya, yaitu

19 4EBH @

B];Ddl
oD
~—+
QO
=
Q
)
>

3 1) Memelihara akal dengan menjamin kebebasan berpikir.

2) Memelihara akal dengan belajar.
3) Memelihara akal dengan belajar meneliti.
4) Memelihara akal dengan belajar berpikir (logika).

5) Memelihara akal dengan belajar metodologi.*®*

nelry exsns NN !

Di samping itu, dapat ditambahkan dari segi wujud, Islam sangat menghargai
karya pemikiran dan tulisan. Dalam figh nawazil dijelaskan bahwa Islam
menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Selain memelihara hak untuk
mendapatkan pendidikan, Islam juga menganjurkan orang yang memiliki ilmu
untuk mengajar (baik dengan cara menjadi guru atau lainnya) dan menghargai

:grang-orang berilmu, serta mereka mendapatkan pahala secara berkelanjutan dari

L)

—-lmu yang diajarkannya.

S

Orang tua sebagai pendidik pertama diberikan kewajiban mendidik anaknya,

gun Jrure

ertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Melalaikan tanggung

awab ini memiliki akibat yang berat (neraka). Keberhasilan pendidikan anak

8o A11S19

apat menjadi penyambung amal dan pahala, dengan dikabulkannya do’a anak
holeh oleh Allah SWT.

Dari segi ‘adam, Islam mencela orang-orang yang bodoh dan tidak

juedg upin

=1

enggunakan akalnya. Orang yang tidak memfungsikan akalnya bagaikan hewan,

ahkan lebih hina dan sesat. Islam menyatakan perang terhadap kebodohan

l'lE!}[éllISE’

184 Abd Majid al-Najjar, op,cit, him. 134
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ABH ®

engentasan buta aksara menjadi bagian strategi dakwah Rasulullah SAW. Islam

emerangi kesesatan berpikir, takhayyul, khurafat dan bid’ah. Islam tidak suka

U eéd!o

engan orang yang mengikuti prasangka (zhan), sebaliknya setiap tindakan mesti
idasarkan kepada kebenaran. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan
efasikan sesungguhnya karena manusia tidak menggunakan akal yang

ianugerahkan Allah, dan amat dibenci oleh Allah. Disfungsionalitas akal akan

BYSNGNI@

enyebabkan pemiliknya menderita di dunia dan di akhirat.

neyy

Seperti dijelaskan al-Najjar, akal merupakan bagian terpenting dari kekuatan
manusia (al-nafs), dan sebenarnya termasuk ke dalam kategori hifz al-nafs. Ketika
al-Najjar memandang manusia terdiri dari dimensi jasmani dan rohani (ruh),
sebenarnya ia menggambarkan akal mmerupakan dimensi ruh (maknawi)

manusia. Sayangnya, pendekatan psikologi tidak digunakan dalam hal ini.

%: 4. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)

:; Dalam literatur Islam klasik, hifz al-nasl atau hifz al-nasab dinyatakan
fzéebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia. Untuk itu,
zqdisyari’atkan pernikahan. Kitab-kitab maqgashid klasik, mengkategorikan
%‘)ernikahan ke dalam hifz al-nasl. Sebagian ulama (kontemporer)

engkategorikannya ke dalam hifz al-nafs*® Intinya adalah, bahwa persoalan

”H%:}O

fanak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman.

Para ulama sepakat bahwa maslahah yang dimaksudkan oleh syari’at Islam

e juedg

eliputi persoalan individual (al-fard) dan sosial (al-mujtama’/jama’ah). Pada

IS

ingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan ;

Nery

185 Abdul Wahab Khallaf, op,cit, him. 136
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emeliharaan yang baik terhadap anak diharapkan bermanfa’at bagi kehidupan

rang tuanya, baik sebelum atau pun ketika memasuki usia lanjut. Ulama juga

Lw ebdlo%eH ©)

epakat bahwa do’a anak yang sholeh menjadi syafa’at bagi orang tuanya di
khirat nanti. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak berpengaruh terhadap
ebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat.

Terdapat 2 (dua) term yang digunakan untuk menyebut pilar keempat ini, yaitu

NEJY EXSNENIQ A!I

ifz al-nasl dan hifz al-nasb. Keduanya dimaknai dengan memelihara keturunan.
Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi menggunakan term hifz al-nasl untuk
menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memelihara
kelangsungan hidup manusia. Sedangkan term nasab digunakan untuk
menyebutkan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara
memiliki anak (keturunan). Dalam kerangka hifz al-nasl atau hifz al-nasab,

anusia dianjurkan menikah. Kedua hal ini penting. Hifz al-nasl penting bagi

IST 21838

elanjutan hidup manusia sebagai genus. Bahkan Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi

JIUIe,

menjelaskan bahwa mamfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar

n

fegenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk

JAIU

&él SI

enjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengimarahkan (membangun) alam.

%}0

isi ini akan tetap berjalan hanya bila regenerasi manusia dijaga. Bila tidak,

uglimn

manusia akan punah dan misi kekhalifahannya pun terhenti.

Sedangkan manfa’at lainnya, adalah agar sebuah keluarga memiliki anak,

eyl Jraedg

enyambung estafet kehidupan keluarga, agar keluarga tersebut tidak pupus. Anak

IS

juga merupakan belahan jiwa, yang akan mendatang kebahagiaan tersendiri bagi

5E-:orang tuanya. Betapa kegelisahan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim semakin
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ertambah ketika usia mereka telah lanjut, sementara mereka belum memiliki

nak. Kegelisahan ini terjawab dengan kelahiran Yahya bin Zakaria dan Ismail

g epdio yeH @

in Ibrahim. Anak bagi mereka bukan hanya sekedar mendatangkan kebahagiaan

anusiawi, bahkan sebagai pewaris visi dan misi kenabian.

g

Dalam Islam, hifz al-nasl dan hifz al-nasb ini kemudian diatur sedemikian rupa
alam figh munakahat atau figh keluarga. Figh mawarits pun muncul sebagai

kibat adanya regenerasi sebuah keluarga. Kehadiran anak kandung yang sah

NeJY BYSNS N|

memiliki konsekwensi terhadap figh keluarga dan figh mawarits. Dapat dikatakan
bahwa hifz al-nasl dan hifz al-nasab merupakan terminologi yang kompleks,
berkembang seiring perubahan zaman.'®

Dalam figh munakat, terdapat beberapa persoalan berkenaan langsung dengan
hifz al-nasl dan hifz al-nasab (baik klasik maupun kontemporer), antara lain,

esuburan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan, perceraian dan

12118

S

—poligami menjadikan hal ini sebagai pertimbanga, hak dan kewajiban anak, hak

8
édan kewajiban orang tua terhadap anak, persoalan posisi anak angkat, bayi

=
gfabung, azal, dan sebagainya.

Er' Pada tingkat keluarga, hifz al-nasl dan hifz al-nasab bukan hanya berkenaan
Q
ﬁengan memiliki anak. Makna terpenting lainnya adalah memelihara
=
gkesejahteraan anak dengan nafkah yang layak, memiliki sandang dan papan yang
9 2]
Ememadai, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, menjaga masa depan anak
EJﬂ’}yang juga terkait dengan figh mawarits) dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan
=
=
=
=

186 Syatibi, op,cit, him. 9
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ABH ©

su-isu kekinian seperti dijelaskan di atas, hifz al-nasl dan hifz al-nasab

édID

erupakan persoalan yang kompleks.

Di samping itu, keluarga adalah sistem sosial terkecil. Keberlangsungan
eluarga dalam sebuah sistem sosial amat berpengaruh terhadap masyarakat,
angsa, negara dan dunia. Makanya, program pemberdayaan dan kesejahteraan

eluarga menjadi program penting di tingkat negara dan dunia. Program ini juga

d BASNG NIQA![IW e

samat strategis bila dikaitkan dengan strategi pembangunan, mengantisipasi
c
lonjakan penduduk, kepadatan jumlah penduduk, statistik kependudukan,
terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan
bahkan juga tingkat kriminalitas.

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Dalam hal ini, dari segi wujud, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk
;:‘berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari’atkan kewajiban

L)

saha mencari rizki dan membolehkan mu'amalah (hubungan usaha), muhadalah

m B&S

tukar-menukar), tijarah (perdagangan), dan mudhorobah (berniaga dengan harta

nay

Iu

187

orang lain).”™" Yang secara rinci dijelaskan dalam figh mu’amalah. Sedangkan

&&sxaé

ari segi ‘adam, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan

enjaga harta, Islam mensyari’atkan haramnya pencurian, memberi hukuman had

”H%:}O

Ekepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara
9 2]
hatil.

Z* Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya maqashid syariah, sekalipun

IS

Sbelum sistematis, menjelaskan hifz al-mal ini secara mendalam, baik konsepsi

nery

187 Abdul Wahab Khallaf, op,cit, him. 137
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ABH OQ

engenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya.

enurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana

éLueéj!o

manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi

enjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

TRAY

Manusia dapat menikmati hartanya dengan beberapa ketentuan, antara lain :
arta tersebut hal secara zat, didapati dengan cara yang halal, tidak didapat dengan

cara yang batil atau zalim, tidak boros, tidak merupakan harta hasil riba, tidak

NgJy BYsnS N|

mubazir, bukan hasil pencurian, penipuan, perampasan dan perampoka, tidak
dibelanjakan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi, tidak untuk
disombongkan dan menghina orang yang tak mampu, tidak memakan harta anak
yatim, tidak merupakan hasil penjualan yang haram (seperti penjualan babi), tidak
kikir, bukan hasil suap menyuap, dilarang dengan harta melakukan suap,
esaksian palsu untuk kesenangan yang haram dan sebagainya.*®

Harta diberikan oleh Allah SWT SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup

Twre[sy 21g3s

ecara wajar, selebihnya dapat wariskan, diinfagkan dan membantu orang lain.

ng

Islam melarang harta terkosentrasi pada segelintir orang, memonopoli, menimbun

SIQAIU

arta, bermewah-mewah dengan harta, padahal tidak menjalankan kewajiban

Ay

elaku orang yang memiliki harta berlebih dan sebagainya.

$30

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dari ungkapan Yusuf al-

IJB(S uej[n

aradhawi. Menurutnya, “Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga harta dan

elarang mereka berbuat mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu

nery wisey j

188 Al-Syatibi, op,cit, him. 12
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©

o

c‘ziyang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan diakuinya hak masyarakat
O

E’dalam harta tersebut”.*®

job)

i Dapat dikatakan bahwa pembahasan hifz al-mal dari segi wujud, dikaji dalam

cfigh mu’malah dan ekonomi Islam atau syariah. Pengembangan bidang ekonomi

NI

oglalam Islam mendapatkan perhatian besar.Termasuk dalam hal ini adalah

=
w

Zpengembangan bank syariah, asuransi syari’ah, pasar modal syariah, pasar syariah
gjan sebagainya. Pengembangan zakat produktif, wakaf produktif, Badan Amil
c
Zakat, Jaringan Pengaman Sosial (Takaful Ijtima’i) dan sebagainya, merupakan
pengembangan konsep hifz al-mal dari segi wujud.
Sedangkan dari segi ‘adam dibahas dalam figh jinayah. Di dalamnya dibahas
hukuman bagi pencurian, perampasan dan perampokan. Kejahatan dibidang

ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Islam

1S

smeresponnya dalam figh al-nawazil yang di dalamnya dikaji antara lain;
(g°]

gperlindungan terhadap hak cipta, hak kekayaan intelektual dan hukuman terhadap

8

ébelanggarannya, kejahatan pencucian uang, tindak pidana korupsi dan sebagainya.
=

<

2

;P' Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

9]

_’F: a. Jurnal Hukamah yang berjudul : Reinterprestasi Hukum Keluarga dalam
j=%]

=

@ Hukum Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) yang
<%}

o ditulis oleh  Mohammad Rafa Riyawi dan Jumni Nelli. Vol.4 No 2. Juli-
~

g. Desember 2021.

£

189 yusuf al-Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , (terj). Zainal dan Dahlia

EHusm (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), him. 77. Selain diatur dalam figih mua’amalah dan
figih jinayah dalam kejahatan terkait dengan harta, memelihara harta (hifz maal) dieksplorasi lebih
mendalam oleh Umar Capra dalam Ekonomi Islam atau Ekonomi Syari’ah.
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Hukum Fikih Islam telah menjadi Hukum Nasional, karena telah
didimasukkan dimasukan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
Figih Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena
secara yuridis formal dan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup
di dalam masyarakat Indonesia. Hukum Figih Islam di samping sebagai
identitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, bahkan di
beberapa daerah dari segi amaliyah telah dilaksanakan dan dianggap sakral.
Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Hukum Islam sangat erat dan telah
lama berlangsung di Indonesia. Dari segi isi, menurut Tahir Mahmood, ada
13 aspek dalam Hukum Keluarga Muslim yang mengalami reinterprestasi,
yaitu : batasan umur minimal boleh nikah, pembatasan peran wali dalam
perkawinan, keharusan Pencatatan Perkawinan, kemampuan ekonomi dalam
perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan
hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa
kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat,

wasiat wajibah dan pengelolaan wakaf.

. Disertasi Doktoral (S3) llmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia (Ull) Yogyakarta tahun 2011 yang ditulis oleh
Akhmad Khisni yang berjudul : Transformasi Hukum Islam ke Dalam
Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang
Pengembangan Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan

Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional.
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Hukum Islam dapat ditrasformasikan ke dalam Hukum Nasional dari
putusan (yuridiksi) Peradilan Agama yang digali dari ajaran menjelma
menjadi penemuan asas, kaidah hukum yang didalamnya terdapat tata nilai
religious menjadi Hukum Nasional serta dapat mentrasformasikan,
melahirkan atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukum menurut ajaran Islam
menjadi (doktrin) dalam sistem Hukum Nasional sehingga tidak ada lagi
dualisme antara Hukum Islam dan Hukum Nasional karena tercermin dari
putusan hakim yang utuh secara yurisprudensi. Dalam hal kewarisan maka
dapat dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam : 1. Pewaris hanya
meninggalkan satu anak perempuan (ahli waris) yang menghijab saudara
kandung laki-laki pewaris, dan anak perempuan pewaris tersebut
mendapatkan seluruh bagian harta warisan dan pewaris dan 2. Anak
kandung (perempuan) yang beragama non islam (Nasrani) status hukumnya
bukan ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari harta
peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama
dengan bagian anak perempuan (yang lain) dari amarhum ayah dan ibunya.
Putusan ini seolah-olah sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah

SAW dan KHI di Indonesia.

. Disertasi Doktoral (S3) Pada Program Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Nurnazli yang berjudul :
Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama

dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia.
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Dalam disertasinya menyorot tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya
mampu mengokomodir perubahan masyarakat, khususnya yang terkait
dengan penyelesaian persoalan pembagian harta bersama (gono gini)
melalui proses ligitasi. Dalam disertasi ini mengemukakan interprestasi
hakim terhadap sosiologis. Sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus harta

bersama dengan menggunakan hukum Magqhashid Syari’ah.

. Jurnal Yurisprudensi yang berjudul : Legislasi Hukum Keluarga Aceh Pasca

Otonomi Khusus yang ditulis oleh Muhammad Nasir. Vol. 10 Nomor 1
Tahun 2019.

Jurnal ini menjelaskan pasca lahirnya Otonomi Khusus bagi Aceh dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Lahirnya UU
ini membuka peluang yang besar bagi Pemerintah Aceh untuk legislasi
Hukum Keluarga tersendiri selain hukum yang berlaku secara nasional
sebagaimana amanat dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan KHI di Indonesia.

. Jurnal Kajian Ilmiah yang berjudul : Konsep Politik Legislasi Hukum

Keluarga di Indonesia yang ditulis oleh Jantarda Mauli Hutagalung dan
Tantri Gloriawati. VVol. 23 No.1 Januari 2023.

Jurnal ini mengungkapkan bahwa lahirnya Undang-Undang No.1 Thun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah jawaban dari keresahan,

ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk mejadi pedoman, dan
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan

AS NINY!lw e1dio yey @

endekatan kualitatif*®® dan menggunakan teknik analisis yuridis normatif. Dalam

enemukan jawaban atas permasalahan penelitian ini Penulis menggunakan

1 $AS

e

~sumber data primer yaitu aturan (yuridis) terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang
menjelaskan Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota
Pekanbaru ditinjau dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Magashid
Syari’ah yang dihimpun dari dokumen-dokumen utama yang dianggap penting
dalam penelitian ini.
B. Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan dengan waktu yang
itentukan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kegiatan Waktu Penelitian

UTI[NG JO AJISIdAIU[) dTULR[S] 33el§

Bulan
Kegiatan Okt Nov- | Jan- | Maret | April- | Sept-
2023 Des Feb 2024 | Agust Okt
2023 | 2024 2024 2024
“Persiapan Proposal

~Pengumpulan Data
~Pengolahan Data
«Draf Laporan
ESeminar Hasil

nety

190 penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan (observasi),
wawancara (interview) serta telaah dokumen. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian
Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), him. 9

122
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C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder
an tersier sebagai berikut :

a. Bahan data primer adalah data yang diperoleh dari yuridis normatif

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak serta aturan-aturan yang

berhubungan langsung dengan Perlindungan Perempuan dalam

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru.

Bahan data sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan

sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek penelitian yang

diteliti berupa :

1) Kitab-kitab yang berhubungan dengan Hakum Keluarga Islam
seperti : al-Qur’an, Hadis, Figih Islam wa Adillatuh karangan
Wahbah Zuhaili, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid
karangan lbn Rusyd, Ushul Figh karangan Abdul Wahab Khalaf,
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karangan
Soemiyati dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karangan Mahkamah
Agung RI Jakarta.

2) Kitab-kitab yang berhubungan dengan Maghashid Syari’ah Imam

Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafagat.
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3) Arsip, data, laporan, informasi yang sesuai dengan masalah yang
diteliti.
c. Bahan data tersier adalah data berupa buku peraturan perundang-
undangan, kamus bahasa arab dan inggris serta dokumen-dokumen yang
dianggap penting dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, merupakan langkah yang paling utama dalam

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data atau
informasi, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka Peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.’**Dalam
penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu berupa Peraturan
Daerah Kota Pekabaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan
%an Anak, dokumentasi serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
5

“Peneliti teliti serta data sekunder berupa kitab-kitab yang berhubungan dengan
+¥]

=
~Peneliti teliti berupa kitab-kitab figih (Hukum Keluarga Islam) dan Kkitab

=

EMaqashid Syari’ah. Dalam tataran teknisnya, data dikumpulkan dan dicatat
(1]

“dengan cara diseleksi data atau reduksi data, yaitu data-data yang tidak relevan
]

Q

Jdengan penelitian ini, maka tidak akan dimasukkan sebagai sumber, sedangkan
=

gdata yang relevan dieri penekanan, agar lebih memudahkan Peneliti dalam
9 2]

‘Smenentukan indikator.

A

+%]

2.

8

=

=

=

191 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta,
2007), him. 308
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dari penelitian diatas diantaranya :

. Perlindungan hak perempuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai
jawaban dari beberapa persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami
olen perempuan khususnya dalam berumah tangga. Persoalan diatas maka
Pemerintah Daerah sebagai Eksekutif bersama dengan DPRD Kota Pekanbaru
sebagai Legislatif mengambil sebuah langkah inisiatif untuk menerbitkan
bersama Peraturan Daerah Kota Pekanbaru khususnya hak perempuan dengan
berbagai kebijakan serta pertimbangan yang matang bersama Pemerintah
Daerah, DPRD Kota Pekanbaru Tokoh Masyarakat dan Akademisi yang
terlibat lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun
2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Kota Pekanbaru
melakukan sebuah terobosan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah yang
menyediakan perlindungan perempuan terhadap pencegahan tindak kekerasan
terhadap perempuan, perlindungan perempuan terhadap pemberdayaan
perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan terhadap penyediaan
layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan

terhadap ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan terhadap penguatan dan
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pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan.
Landasan inilah yang menjadikan dasar utama bagi Pemerintan Daerah
bersama DPRD Kota Pekanbaru untuk melahirkan sebuah Peraturan Daerah
khususnya Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh laki-laki. Hal yang menarik untuk Kita
kaji bersama bahwa kehadiran Peraturan Daerah ini adalah untuk kemaslahatan
semua orang dengan tidak melihat subjek dimata hukum. Dalam tinjauan
magqashid syari’ah ada hal yang perlu dilakukan perlindungan seperti
perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dijelaskan bahwa perlindungan itu
adalah sama hak antara laki-laki dan perempuan diantaranya : menyediakan
perlindungan terhadap pencegahan tindak kekerasan, perlindungan terhadap
hak korban kekerasan, perlindungan terhadap penyediaan layanan terpadu bagi
korban kekerasan, perlindungan terhadap ketenagakerjaan korban kekerasan
dan perlindungan terhadap penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan
layanan perlindungan korban kekerasan. Dalam tinjauan magashid syari’ah
dalam teori mubadalah dan perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah
dengan melalui perangkat hukum, seperti Undang-Undang dan Lembaga
Perlindungan Hukum. Dalam lIslam perlindungan terhadap perempuan yang
menjadi korban KDRT harus selaras dengan tujuan Hukum Islam yang
mencakup pemeliharaan 5 (lima) prinsip utama diantaranya : agama, jiwa, akal,

harta dan keturunan.
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B. Saran-saran

1. Semoga penelitian ini menjadi perhatian penuh bagi Pemerintah Daerah,

DPRD Kota Pekabaru dan Tokoh Masyarakat terhadap perkembangan
zaman serta kemaslahatan masyarakat terutama perlindungan laki-laki dan
perempuan di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini memberikan saran serta kritikan yang membangun terhadap
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi perhatian penuh yang perlu
adanya revisi serta penjelasan rinci tentang perlindungan hak laki-laki
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Penulis, Pemerintah, DPRD Kota
Pekanbaru, Tokoh Masyarakat, Masyarakat umum serta akademisi serta
ada tindaklanjut terhadap saran dan kritikan yang membangun dari hasil

penelitian ini
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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dagang No. 78 Sukajadi, Email: uptppakotapekanbaru@gmail.com
Hotline : 0812-7799-3737 - PEKANBARU 28122

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: |
. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulis

ﬁlé:

UIN SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin |




PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK g
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GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI Ill KOMP, PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU " ./
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU

2
g
2

DiUE

TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
8. Lokasi Penelitian : 1. SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU
2. DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU
3. PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak
ada hubungan dengan kegnatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat
Keterangan Penelitian ini diterbitkan.

3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy
Kartu Tanda Pengenal.

4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Poliitik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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= ‘%é D o Dasar . 1. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tenltang
82T 2 3 Keterbukaan Informasi Publik
3 2 = 2. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
o] B B =t Pelayanan Publik
S = = 3. Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
=~3¢c C Perangkat Daerah
5 e = 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tenlang Penerbitan
3 2 = Surat Keterangan Penelitian.
B 54 g’ 5. Peraturan Daerah Kola Pekanbaru' Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
28 € ) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
= [ o) R
@
g % D  Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
=lo e A Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62301 tanggal
8383 o 26 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian RiseUPra Riset dan
<8 E c pengumpulan data untuk bahan Disertasi.
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m g s MEMBERITAHUKAN BAHWA :
Sc§ 1. Nama - AHMAD FAUZI
P 2. NIM 32190513114
= 3. Fakultas : PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
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=3 2 4. Jurusan T HUKUM KELUARGA
o 8 5. Jenjang : S3
o =1 6. Alamat : PEKANBARU
£ 5 7. Judul Penelitian : EKSISTENSI PRATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3
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Pekanbaru, 5 Juni 2024
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Tembusan 3 ’
Yth: 1. Direktur Program Pascasasrjan UIN SUSKA Riau di Pekanbaru. et

2. Yang Bersangkutan.
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